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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD ARIFIN BUDI PRASETYO, 2008. E 0004225. TANGGUNG 
JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR 
TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL (Studi pada Gabungan 
Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini untuk mengetahui posisi hukum pedagang perantara dalam 
perjanjian jual beli sepeda motor yang kemudian digunakan untuk menjawab 
permasalahan mengenai tanggung jawab hukum pedagang perantara terhadap 
pihak penjual dan pembeli serta hambatan yang terjadi dalam melaksanakan 
tanggung jawab hukum. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. 
Menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer 
menggunakan wawancara dengan pedagang perantara dan observasi, data 
sekunder menggunakan studi dokumen dengan mengkaji bahan-bahan hukum 
yang ada. Analisis data kualitatif dengan model interaktif. 
Pedagang perantara yang tergabung dalam Gabungan Pedagang 
Perantara Sepeda Motor Penumping (GPPSP) merupakan bentuk hukum 
pedagang perantara yang diatur dalam Pasal 63 KUHD yaitu makelar tidak resmi. 
Pedagang perantara bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi sepeda 
motor jika ada kesepakatan dengan pembeli namun tanggung jawab atas 
kelengkapan serta keabsahan surat sepeda motor akan tetap dilaksanakan 
walaupun tidak ada kesepakatan dengan pembeli. Mengganti kerusakan pada 
sepeda motor adalah bentuk tanggung jawab terhadap penjual. Hambatan yang 
terjadi dalam melaksanakan tanggung jawab hukum pedagang perantara sepeda 
motor meliputi kesulitan dalam mengenali BPKB palsu, adanya itikad tidak baik 
pembeli dan kelalaian pedagang perantara dalam meneliti tanggal pajak sepeda 
motor yang telah kadaluarsa. 
 Implikasi teoritis penelitian ini bahwa pedagang perantara yang 
tergabung dalam GPPSP merupakan bentuk hukum makelar tidak resmi yang 
diatur dalam Pasal 63 KUHD, sedangkan implikasi praktisnya adalah diperlukan 

















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat yang 
dilimpahkan-Nya kepada penulis, akhirnya penulisan hukum (skripsi) yang 
berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pedagang Perantara Sepeda Motor Terhadap 
Pihak Pembeli dan Penjual” dapat penulis selesaikan. 
Penulisan hukum ini membahas bagaimanakah posisi hukum pedagang 
perantara dalam perjanjian jual beli sepeda motor, bagaimanakah tanggung jawab 
hukum pedagang perantara dalam perjanjian jual beli sepeda motor dan hambatan-
hambatan yang terjadi dalam melaksanakan tanggung jawab hukum. 
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak 
kekurangan, untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang 
membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. 
Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun nonmateriil 
sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada: 
1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada 
penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
2. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulisan skripsi 
yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan 
dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini. 
3. Ibu Diana Tantri, S.H., M.Hum., selaku Co. Pembimbing penulisan skripsi 
yang telah menyediakan waktu dan pikirannya serta memberikan bimbingan 
dan masukan bagi tersusunnya skripsi ini. 
4. Bapak H. Handojo Leksono, S.H. selaku pembimbing akademis, atas nasehat 
yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 




pada khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam 
penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan 
masa depan penulis. 
6. Ayahanda Alm. Marsidi Rais dan Ibunda Harini tercinta yang telah 
memberikan segalanya kepada penulis, semoga Ananda dapat membalas budi 
jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada Ananda. 
7. Ayahanda Slamet Budi S tercinta yang telah memberikan segalanya bagi 
penulis. 
8. Bapak Slamet Rohmah selaku ketua GPPSP yang telah memberikan segala 
sesuatu dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan hasil maksimal. 
9. My brother Faqih, semoga lancar kuliah di ATMI dan dapat lulus dengan hasil 
yang maksimal. 
10. My litle brother Deni, sekolah yang rajin biar jadi orang yang berguna bagi 
orang tua dan lingkungan sekitar. 
11. My brother Wiwin dan Lia, thank’s a lot for all. 
12. Tri Bintary Achaddiyah yang selalu setia menemani hari-hari penulis, yang 
selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas 
kasih sayang yang engkau berikan selama ini. 
13. Sahabat setia penulis Agung, Gigih, S.H., Hakim, Nafi dan Mahendra terima 
kasih atas kesediaan kalian yang membantu penulis selama ini.  
14. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2004. 
15. Semua teman-teman Fakultas Hukum.  
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 









Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan 
manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademi, praktisi serta 
masyarakat umum. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Hukum diperlukan untuk mengatur hubungan antara manusia satu 
dengan manusia yang lainnya, aturan itu diperlukan karena hubungan antar 
manusia itu berbeda dari hubungan sekawanan hewan. Perbedaan itu terletak 
terutama dalam kenyataan bahwa hubungan antar manusia itu merupakan 




kebebasan berkehendak dan bukan digerakkan oleh naluri semata (Budiono 
Kusumohamidjojo, 2004 : 164). 
Masyarakat banyak melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan 
sehari-hari. Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang banyak 
dilakukan masyarakat, mulai dari jual beli properti sampai jual beli saham, 
caranya pun beraneka ragam dari bertemu secara langsung antara para pihak 
sampai jual beli lewat internet atau yang lebih kita kenal dengan e-commerce.  
Jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana 
pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu 
barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga 
yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik 
tersebut. Salah satu sifat penting dari jual beli menurut KUHPerdata adalah 
bahwa perjanjian jual beli itu hanya obligator saja, dimana jual beli itu belum 
memindahkan hak milik, jual beli baru memberikan hak dan meletakkan 
kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak 
untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual. 
Dalam pengertian jual beli  tersebut  dapat ditarik dua unsur, yaitu : 
1. Jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana syarat sahnya suatu 
perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata, yaitu : 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
c. Suatu hal tertentu. 
d. Suatu sebab yang halal. 
2. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik, artinya terdiri dari dua pihak, 
pihak yang satu menyerahkan hak milik sedang pihak yang lain memenuhi 
kewajibannya untuk memberikan sejumlah uang  




Dalam pelaksanaan jual beli ada kalanya pihak penjual dan pembeli 
melakukan jual beli melalui pihak ke-3, pihak ke-3 inilah yang biasa dikenal 
dengan pedagang perantara. Dalam dunia dagang bentuk hukum pedagang 
perantara dapat berupa makelar, agen ataupun dapat berupa komisioner. 
Pengertian agen menurut Kansil adalah orang yang mempunyai perusahaan 
untuk memberikan perantara pada pembuatan persetujuan tertentu (Kansil, 
1994 : 40), pengertian komisioner menurut Pasal 76 KUHD adalah seorang 
yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-
perbuatan menutup persetujuan atas nama firma itu sendiri, tetapi atas amanat 
dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi tertentu. 
Sedangkan pengertian makelar terdapat dalam Pasal 62 KUHD, pengertian 
makelar adalah  
Pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini 
Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk 
itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan 
pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 64 KUHD dengan mendapat 
upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang 
dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. 
Sedangkan dalam Pasal 63 KUHD, menyatakan tindakan para pedagang 
perantara yang tidak diangkat seperti diatas tidak melahirkan akibat hukum 
yang lebih dari pada akibat yang ditimbulkan dari tiap-tiap persetujuan 
pemberian kuasa. Sehingga dari Pasal 63 tersebut, KUHD memberikan 
kemudahan atas makelar yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang 
untuk menjadi perantara dalam jual beli. 
Makelar adalah bentuk pedagang yang tertua, makelar adalah wakil 
dalam arti undang-undang, seorang makelar diangkat oleh pemerintah dengan 
adanya pemberian ijin dan adalah seorang pedagang yang disumpah untuk 
melakukan berbagai perjanjian perdagangan. Makelar adalah wakil dari pihak 




Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP adalah sebagai 
individu yang bekerja untuk acara jual beli antara penjual dan pembeli dan 
untuk itu mendapatkan upah. Sebagai ilustrasinya, ada penjual yang hendak 
menjual sepeda motornya, karena untuk mendapatkan pembeli dalam waktu 
singkat susah maka si penjual tersebut mendatangi seorang pedagang 
perantara untuk menjualkan sepeda motornya, pedagang perantara kemudian 
mencarikan pembeli dengan membawa sepeda motor tersebut. Dapat juga ada 
pembeli yang menginginkan membeli sepeda motor bekas (second), pembeli 
kemudian mendatangi pedagang perantara untuk mencarikan sepeda motor 
dengan tipe yang dikehendaki. Pedagang perantara kemudian akan mencarikan 
jenis sepeda motor yang diinginkan pembeli. Jika sepakat pembeli dapat 
langsung membeli sepeda motor tersebut.  
Dalam penulisan hukum ini penulis akan mengkaji tentang pedagang 
perantara yang melakukan kegiatan dalam perantara jual beli sepeda motor 
yang  tergabung dalam Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor 
Penumping Surakarta (GPPSP) karena pedagang perantara ini dalam 
melakukan kegiatan jual beli tanpa ada perjanjian secara tertulis sehingga 
dimungkinkan timbul kerugian pada pihak pembeli, pihak penjual dan bahkan 
pedagang perantara sendiri. Ketika terjadi kerugian maka akan timbul 
sengketa yang menuntut suatu bentuk tanggung jawab hukum baik oleh 
pedagang perantara, penjual atau pembeli. 
Perjanjian jual beli yang dilakukan pedagang perantara bentuknya 
tidak tertulis maka bentuk tanggung jawab hukum para pihak pun menjadi 
tidak jelas oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
mengenai bentuk tanggung jawab hukum para pihak yang melakukan 
perjanjian jual beli sepeda motor yang dalam penulisan hukum ini akan 
penulis fokuskan pada bentuk tanggung jawab hukum pedagang perantara.  
Berdasarkan uraian latar belakang, perlu dilakukan penelitian yang 




motor yang tergabung dalam Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor 
Penumping Surakarta. 
B. Perumusan Masalah 
Di dalam setiap penelitian diperlukan adanya perumusan masalah 
agar penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang menyimpang 
dari pokok permasalahan. 
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah posisi hukum pedagang perantara dalam perjanjian jual beli 
sepeda motor ? 
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pedagang perantara dalam 
perjanjian jual beli sepeda motor ? 
3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam melaksanakan tanggung 
jawab hukum pedagang perantara sepeda motor ? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok 
pasti mempunyai tujuan, namun antara penelitian yang satu dengan yang lain 
pasti tujuannya tidak sama. Tujuan ini diperlukan untuk memberikan arah 
penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian 
ini adalah : 
 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui posisi hukum pedagang perantara dalam perjanjian 
jual beli sepeda  motor. 
b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pedagang perantara dalam 




c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam 
melaksanakan tanggung jawab hukum pedagang perantara sepeda 
motor. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman 
aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum 
perdata khususnya mengenai jual beli sepeda motor melalui pedagang 
perantara. 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh 
agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. 
D. Manfaat Penelitian 
Selain tujuan penelitian seperti tersebut diatas, penelitian ini 
diharapkan dapat memberi hasil guna sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat memberikan masukan kepada peneliti di bidang hukum perdata, 
lebih khusus dalam bidang hukum dagang. 
b. Dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai perjanjian 
jual beli sepeda motor melalui pedagang perantara. 
c. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah 
referensi di bidang karya ilmiah yang tujuannya juga untuk dapat 
mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum. 
d. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam 
menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, 




2. Manfaat Praktis 
a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh. 
b. Dapat  memperluas cakrawala berfikir dan pandangan bagi civitas 
akademika Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya mahasiswa 
Fakultas Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini. 
c. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi. 
E. Metode Penelitian 
Dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan, tentunya 
dalam penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan tujuan dan sasaran 
yang ingin dicapai, tanpa adanya metode seorang peneliti tidak akan mampu 
menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-
masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran. 
Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan 
dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan 
menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1989 : 4). 
Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang 
dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu upaya 
dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-
fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk 
mewujudkan kebenaran (Mardalis, 1989 : 24). 
Sedangkan pengertian metode penelitian yang dikemukakan oleh 
Winarno Surachmad adalah sebagai berikut : 
“Suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya 
kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan 




meyakinkan. Oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah 
melalui berbagai tes dan pengujian” (Winarno Surachmad, 1990 : 27). 
Pada pernyataan diatas diberikan gambaran bahwa metode 
penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. 
Metode penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut :  
1. Jenis Penelitian 
 Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan 
skripsi, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris 
adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas / kenyataan di 
masyarakat (Pengelola Penulisan Hukum, 2007 : 4). 
2. Sifat Penelitian 
Ditinjau dari sifatnya, termasuk penelitian yang bersifat 
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 
hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di 
dalam penyusunan teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 : 54). 
Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang gejala perilaku 
manusia yaitu tanggung jawab hukum seorang pedagang perantara 
terhadap pihak pembeli dan penjual yang dalam penulisan ini mengambil 
objek jual beli berupa sepeda motor. 
 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 
pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-




perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh 
(Soerjono Soekanto, 1986 : 250). 
Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa 
pertimbangan, antara lain: 
a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk 
berhadapan dengan kenyataan. 
b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan 
banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi  
(Lexy J. Moleong, 2007 : 9-10). 
4. Lokasi Penelitian 
Dalam penulisan ini, penulis mengambil tempat penelitian di 
Kota Surakarta, yaitu di Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor 
Penumping Surakarta atau lebih dikenal sebagai GPPSP yang beralamat 
di Jalan Dr Radjiman Nomor 390 Penumping Surakarta. 
Hal ini berdasarkan pertimbangan dalam tersedianya data dan 
pertimbangan di GPPSP merupakan satu-satunya gabungan pedagang 
perantara yang masih eksis di Kota Surakarta dengan jumlah anggota 









Data merupakan sesuatu yang akan diteliti dalam hal ini adalah 
gejala dan hasil-hasilnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 7). Dalam penelitian 
ini data-data tersebut meliputi :  
a. Data Primer 
 Yaitu data dasar atau data yang langsung diperoleh dari 
sumbernya, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian (Soerjono 
Soekanto, 1986 : 12). Perilaku yang diteliti dalam penelitian ini adalah 
perilaku masyarakat. Dalam hal ini dengan cara mengumpulkan data 
yang berguna dan berhubungan dengan masalah yang akan dicari 
jawabannya melalui penelitian yang penulis susun. Data yang didapat 
langsung dari sumber pertama yaitu pedagang perantara. 
b. Data Sekunder 
Yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau 
pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi 
kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 
penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sumber-sumber 
tertulis lainnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 12).  
6. Sumber Data 
 Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data 
yang diperlukan dalam penelitian diperoleh, dalam penelitian yang penulis 
susun sumber data tersebut meliputi : 
a. Sumber Data Primer 
Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan dalam hal ini berupa keterangan dan informasi dari pedagang 
perantara dalam melakukan kegiatan jual beli sepeda motor. 




Merupakan sumber data yang mendukung untuk memberi 
keterangan yang membantu sumber data primer. Sumber data sekunder 
dapat digolongkan menjadi tiga jenis :  
1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat 
yang dalam penelitian ini menggunakan :   
a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer, seperti misalnya buku, hasil-hasil penelitian, 
dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-
buku hukum dagang dan hukum perjanjian, yang membahas 
tentang perjanjian jual beli serta pedagang perantara. 
3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti 
kamus, ensiklopedia dan lain-lain 
(Soerjono Soekanto, 1986: 52). 
7. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data primer, teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Wawancara 
 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J 




Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (interview 
guide), bebas atau mendalam (indepth interviewing) (pengelola 
penulisan hukum, 2007 : 5). Indepth interviewing adalah wawancara 
informal yang dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat, 
guna mendapatkan data yang punya kedalaman dan dapat dilakukan 
berkali-kali sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah 
yang dijelajahinya (Miles dan Huberman dalam H B Sutopo, 1988 : 
24). 
 Pada penulisan hukum ini digunakan indepth interviewing, 
hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dari pedagang perantara 
mengenai tanggung jawab hukum pedagang perantara terhadap pihak 
pembeli dan penjual dapat maksimal. 
b. Observasi 
 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
melakukan pengamatan terhadap objek penelitian (Pengelola Penulisan 
Hukum, 2007 : 5), yang dalam hal ini adalah kegiatan jual beli sepeda 
motor melalui Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor 
Penumping Surakarta. 
Menurut Soerjono Soekanto, ciri-ciri dari observasi adalah : 
1) Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari 
perilaku manusia yang nyata. 
2) Menangkap gejala atau peristiwa yang penting. 
3) Mengidentifikasikan keteraturan perilaku atau pola-polanya 
(Soerjono Soekanto, 1986 : 22). 
 Untuk memperoleh data sekunder, teknik yang digunakan dalam 




 Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan 
cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
dokumen-dokumen dan bahan pustaka atau bahan tertulis lainnya yang 
berhubungan dengan GPPSP yang berkaitan dengan perumusan masalah 
dalam penelitian yang akan dijawab. 
8. Teknik Analisa Data 
Analisis merupakan proses pencarian dan perencanaan secara 
sistematik semua data dan bahan lain yang telah terkumpul agar peneliti 
mengerti benar makna yang telah ditemukannya dan dapat menyajikannya 
kepada orang lain secara jelas. Analisa data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah interactive model of analysis yang meliputi tiga 
tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan 
dimana peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen tersebut. Selain itu 
juga dilakukan siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang 
terkumpul berhubungan dengan data lain secara sistematis. Setelah data 
terkumpul, kemudian data direduksi, setelah itu disajikan maka terakhir 

















Bagan 1 : Interactive Model Of Analysis 
 
Keterangan :  
a. Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 
merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi 
data dari lapangan dimana proses ini akan berlangsung selama 
pelaksanaan penelitian. 
b. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi deskripsi 
dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat 
dilakukan. 
c. Penarikan kesimpulan diperoleh dari data yang telah tersusun. Dari 
awal pengumpulan data harus sudah memahami dan tahui berbagai hal 
yang ada, sehingga dapat ditarik suatu simpulan dari data yang tersedia 
di lapangan sebagai akhir dari langkah-langkah penelitian 








F. Sistematika Skripsi 
 BAB  I  : PENDAHULUAN 
 Pada bab ini berisi alasan pemilihan judul, 
permasalahan yang menjadi dasar penulisan skripsi, tujuan dan 
manfaat penelitian serta sistematika skripsi. Dalam alasan 
pemilihan judul diuraikan tentang hal-hal yang menjadi alasan 
dilakukannya penelitian tentang tanggung jawab hukum 
pedagang perantara terhadap pihak penjual dan pembeli dalam 
perjanjian jual beli sepeda motor. Kemudian untuk menjaga agar 
penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam mengumpulkan data 
dan ketidak jelasan dalam pembahasannya, maka penelitian 
dibatasi pada pokok-pokok permasalahan dalam perumusan 
masalah. Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini 
meliputi, bagaimanakah posisi hukum pedagang perantara dalam 
perjanjian jual beli sepeda motor, bagaimanakah tanggung jawab 
hukum pedagang perantara perantara dalam perjanjian jual beli 
sepeda motor dan hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam 
melaksanakan tanggung jawab hukum pedagang perantara sepeda 
motor. 
BAB  II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menguraikan tentang materi-materi dan 
teori-teori yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum 
pedagang perantara dalam perjanjian jual beli sepeda motor 
terhadap pihak pembeli dan penjual. Tinjauan pustaka dalam bab 
II ini meliputi : tinjauan tentang pedagang perantara, makelar, 
agen dan komisioner, tinjauan tentang pemberian kuasa, tinjauan 
tentang hukum perjanjian, tinjauan tentang perjanjian jual beli, 




teori-teori ini merupakan landasan yang mendasari analisis hasil 
penelitian yang diperoleh dari studi lapangan yang mengacu pada 
pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan 
tentang posisi hukum pedagang perantara dalam jual beli sepeda 
motor, tanggung jawab hukum pedagang perantara terhadap para 
pihak dalam jual beli sepeda motor, dan hambatan-hambatan 
yang terjadi dalam melaksanakan tanggung jawab hukum. 
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 
Meliputi kesimpulan jawaban pada perumusan masalah 
dan saran-saran yang terkait dengan masalah yang diteliti. 







A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Pedagang Perantara, Makelar, Komisioner dan Agen 
a. Konsep Pedagang dan Perantara 
 Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan cara 
berdagang (Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998 : 203). 
 Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, 
memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk 
memperoleh suatu keuntungan (www.wikipedia.org/wiki/pedagang). 
Pedagang dapat dikategorikan menjadi : 
1) Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen 
dan pedagang eceran.  
2) Pedagang eceran, disebut juga pengecer, menjual produk 
komoditas langsung ke konsumen 
(www.wikipedia.org/wiki/pedagang). 
 Perantara adalah pedagang yang menjualkan barang dari 
pedagang besar kepada pedagang kecil (Tim Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1998 : 203). 
b. Bentuk Hukum Pedagang Perantara  
Menurut KUHD dan dalam kehidupan perdagangan sehari-








a) Pengertian Makelar 
(1) Yang dimaksud dengan makelar adalah seperti yang 
termaktub dalam Pasal 62 KUHD, yang berbunyi sebagai 
berikut : 
Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh 
Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh 
penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk 
itu.  Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan 
melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 
64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat 
dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak 
terdapat hubungan kerja tetap (Pasal 62 KUHD). 
(2) Menurut Kansil 
Makelar adalah seseorang yang mempunyai 
perusahaan dengan tegas menutup persetujuan-persetujuan 
atas perintah dan atas nama orang-orang dengan siapa ia 
tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan memperoleh 
upah tertentu atau provisi (Kansil, 1994 : 42). 
(3) Menurut Pamoentjak 
Makelar adalah perantara yang diangkat oleh yang 
berwenang untuk menyelenggarakan urusan perusahaan 
dengan jalan membuat transaksi untuk pihak yang memberi 
kuasa dengan cara membeli atau menjual barang, wesel, 
saham dan lain-lain, juga membuat asuransi dengan 
menerima upah atau provisi (Pamoentjak, 1993 : 37). 
b) Ada perantara tidak diangkat oleh Presiden atau penguasa yang 
berwenang, perantara seperti ini diatur dalam Pasal 63 KUHD, 
yang berbunyi sebagai berikut : “Perbuatan-perbuatan para 




tidak mempunyai akibat yang lebih jauh daripada apa yang 
ditimbulkan dari  perjanjian pemberian kuasa” (Pasal 63 
KUHD). 
 Dalam Pasal ini memberikan kesempatan kepada 
seorang makelar yang tidak diangkat oleh pejabat yang 
berwenang untuk melakukan kegiatan sebagai perantara dalam 
jual beli tanpa harus mendapat pengangkatan dari Gubernur 
Jendral (dalam hal ini Presiden) tetapi sifatnya hanya sebatas 
perjanjian pemberian kuasa. 
c) Pengangkatan Makelar 
Makelar diangkat oleh Presiden atau pejabat yang 
berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 
ayat  (1) KUHD, sebelum menjalankan tugasnya seorang 
makelar harus bersumpah di muka Pengadilan Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) KUHD. 
    Pengangkatan makelar ada 2 macam yaitu : 
(1) Pengangkatan yang bersifat umum 
 Pengangkatan dalam segala bidang, atau dalam 
akta pengangkatan disebutkan bidang atau bidang-bidang 
apa saja pekerjaan makelar itu boleh dilakukan (Pasal 65 
ayat (1) KUHD). 
(2) Pengangkatan yang bersifat terbatas 
Pengangkatan yang dalam aktanya ditentukan 
untuk jenis atau jenis-jenis lapangan / cabang perniagaan 




permakelaran mereka, misalnya untuk wesel, efek-efek, 
asuransi pembuatan kapal dan lain lain.  
Apabila pengangkatan itu sifatnya terbatas maka 
menurut Pasal 65 ayat (2) KUHD, maka si makelar tidak 
boleh berdagang untuk kepentingan sendiri dalam cabang-
cabang perniagaan yang dikerjakannya baik secara bekerja 
sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain, atau 
bersama-sama dengan orang lain ataupun menjadi 
penanggung bagi perbuatan-perbuatan yang ditutup dengan 
perantaraannya (Kansil, 1994 : 43). 
d) Bidang Pekerjaan Makelar 
Menurut Pasal 64 KUHD, Pekerjaan makelar adalah 
mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas 
barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam 
dana umum dan efek lainnya dan obligasi, surat-surat wesel, 
surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, 
menyelenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan 
jaminan kapal dan pemuatan kapal, perutangan uang dan lain 
sebagainya. 
e) Hak dan Kewajiban Makelar 
(1) Hak-hak seorang makelar 
  Dalam melakukan pekerjaannya seorang makelar 







(2) Kewajiban makelar 
(a) Sebelum menjalankan tugasnya seorang makelar harus 
di sumpah di muka Pengadilan Negeri (Pasal 62 ayat (1) 
KUHD). 
(b) Wajib mengadakan pembukuan, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 66 KUHD yang berbunyi sebagai berikut 
“Para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap 
perbuatan yang dilakukan dalam buku saku mereka, dan 
selanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku 
harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis 
sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan 
dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang 
bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, 
sifatnya, jumlahnya dan harga barangnya, dan semua 
persyaratan perbuatan yang dilakukan” (Pasal 66 
KUHD). 
(c) Wajib memberikan petikan-petikan dari buku mereka  
kepada pihak-pihak yang bersangkutan jika mereka 
menghendakinya (Pasal 67 ayat (1) KUHD). 
(d) Wajib menyimpan contoh sampai transaksi selesai 
dilakukan seluruhnya (Pasal 69 KUHD). 
(e) Dalam hal transaksi berupa surat-surat berharga, maka 
makelar wajib mempertanggung jawabkan kebenaran 
tanda tangan pemiliknya (Pasal 70 KUHD). 
f) Tugas Makelar 
   Tugas utama seorang makelar adalah : 
(1) Menjadi perantara dalam jual beli. 
(2) Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup 
(Pamoentjak, 1993 : 40). 
(a) Lelang terbuka adalah penjualan kepada umum di muka 





(b) Lelang tertutup adalah tawaran dilakukan dengan 
rahasia  
(Pamoentjak, 1993 : 50-51). 
g) Lalai Memenuhi Kewajiban Sebagai Makelar 
 Jika makelar lalai memenuhi kewajiban yang terdapat 
dalam KUHD maka kepadanya harus dibebaskan dari tugas-
tugas ataupun dibebaskan dari jabatannya dengan mencabut 
penetapannya (Pasal 71 KUHD). 
Makelar tersebut juga akan dikenai denda berupa 
membayar penggantian biaya, rugi, dan bunga karena 
kelalaiannya sebagai orang yang menerima perintah / kuasa 
(Kansil, 1994 : 49). 
2) Komisioner 
  Menurut Pasal 76 KUHD, komisioner adalah seorang 
yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan 
perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama firma dia 
sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan 
menerima upah atau provisi tertentu (Pasal 76 KUHD).  
  Berlainan dengan makelar, seorang komisioner tidaklah 
diisyaratkan ada pengangkatan resmi dan penyumpahan oleh 
pejabat yang berwenang. Dalam menjalankan pekerjaannya ia 
menghubungkan pemberi kuasa (komiten) dengan pihak ke tiga 
dengan memakai namanya sendiri (Kansil, 1994 : 50). Namun 
menurut Pasal 79 KUHD seorang komisioner dapat bertindak atas 
nama pemberi kuasanya bukan atas namanya sendiri. Jadi dapat 
dikatakan bahwa bertindak atas namanya sendiri adalah sifat 




adalah sifat umum. Hal ini berkebalikan dengan makelar, bertindak 
atas pemberi kuasa adalah sifat khusus sedangkan bertindak atas 
nama sendiri adalah sifat umum. 
  Perjanjian komisi adalah perjanjian antara komisioner 
dengan komiten, yaitu perjanjian pemberian kuasa yang 
menimbulkan adanya hubungan hukum yang tidak tetap. Menurut 
Polak pemberian kuasa dalam perjanjian komisi bersifat khusus, 
kekhususan itu dapat dilihat dari : 
a) Menurut Pasal 1792 KUHPerdata, pemegang kuasa pada 
umumnya bertindak atas nama pemberi kuasa namun seorang 
komisioner bertindak atas namanya sendiri (Pasal 76 KUHD). 
b) Pemegang kuasa bertindak tanpa upah kecuali diperjanjikan 
sebelumnya namun komisioner mendapat upah setelah 
pekerjaannya sudah selesai (Pasal 76 KUHD). 
c) Akibat hukum perjanjian komisi ini tidak banyak diatur dalam 
Undang-Undang  
(Purwositjipto, 1999 : 92). 
Komisioner dan komiten terikat dengan perjanjian komisi, 
sedangkan perjanjian komisi adalah perjanjian pemberian kuasa. 
 Menurut Purwosutjipto ciri-ciri khas komisiner adalah : 
a) Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan 
sebagaimana makelar. 
b) Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ke tiga atas 
namanya sendiri (Pasal 76 KUHD). 
c) Komisioner tidak berkewajiban menyebut nama komiten, disini 
komisioner sebagai pihak dalam perjanjian. 
d) Dapat bertindak atas nama pemberi kuasa maka komisioner 
tunduk pada Pasal 1792 KUHPerdata tentang pemberian kuasa 




Komisioner memiliki hak khusus yang diatur dengan 
Undang-Undang, hak-hak itu meliputi : 
a) Hak retensi yaitu hak komisioner untuk menahan barang-
barang komiten bila provisi dan biaya lain belum dibayarkan 
(Pasal 85 KUHD), hak ini juga dimiliki oleh penerima kuasa 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1812 KUHPerdata. 
b) Hak istimewa yang diatur dalam Pasal 80 KUHD adalah hak 
yang dimiliki komisioner atas barang-barang komiten yang ada 
di tangan komisioner untuk : 
(1) Dijualkan. 
(2) Ditahan bagi kepentingan lain yang akan datang. 
(3) Dibeli dan diterimanya untuk kepentingan komiten 
(Purwosutjipto, 1999 : 59). 
3) Agen 
 Agen tidak diatur dalam KUHD namun banyak terjadi 
dalam kehidupan perniagaan sehari-hari. Menurut Purwosutjipto 
agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha 
sebagai perantara dengan pihak ke tiga, mempunyai hubungan 
tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan 
selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ke tiga 
(Purwosutjipto, 1999 : 47), sedangkan Menurut Kansil agen 
perniagaan adalah orang yang mempunyai perusahaan untuk 
memberikan perantara pada pembuatan persetujuan tertentu 
(Kansil, 1994 : 40).  
 Menurut Purwosutjipto, hubungan antara agen dengan 
pengusaha itu tidak bersifat pelayanan berkala dan juga tidak 
bersifat perburuhan, sebab hubungan tetap bukan sifat dari 
pelayanan berkala dan hubungan sama tinggi sama rendah bukan 




hubungan antara agen dengan pengusaha adalah pemberian kuasa 
(Purwosutjipto, 1999 : 48). 
 Perusahaan dari agen itu disebut agentuur sedang 
persetujuan antara agen perniagaan dengan principalnya 
dinamakan agentuur-contract. Principal adalah pengusaha yang 
diwakili oleh agen dalam melakukan perhubungan dengan pihak ke 
tiga. Seorang agen selain bertindak atas nama pengusaha yang ia 
wakili dapat juga bertindak atas nama sendiri. Seorang agen akan 
menerima provisi atas perantaraan yang diadakan bagi 
principalnya itu. 
2. Tinjauan tentang Pemberian Kuasa 
a. Pengertian Pemberian Kuasa 
Menurut Pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah 
suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan 
(wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas 
namanya menyelenggarakan suatu urusan.  
Menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu 
perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau 
menelorkan suatu akibat hukum (Subekti, 1982 : 141). 
b. Pemberian dan Penerimaan Kuasa 
Menurut Pasal 1793 KUHPerdata kuasa dapat diberikan dan 
diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, 
bahkan sepucuk surat, ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa 
dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan 




Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pemberian kuasa itu 
adalah bebas dari suatu bentuk cara (formalitas) tertentu, dengan 
perkataan lain pemberian kuasa adalah suatu perjanjian konsensual, 
artinya sudah mengikat (sah) pada detik tercapainnya sepakat antar si 
pemberi kuasa dan penerima kuasa (Subekti, 1982 : 141). Pemberian 
kuasa dapat terjadi secara cuma-cuma kecuali diperjanjikan 
sebelumnya (Pasal 1794 KUHPerdata). 
Menurut Pasal 1795 KUHPerdata Pemberian kuasa dapat 
dilakukan secara : 
1) Khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih. 
2) Umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. 
c. Kewajiban Si Kuasa 
Kewajiban-kewajiban si kuasa menurut KUHPerdata, 
meliputi : 
1) Si kuasa diwajibkan selama ia belum dibebas tugaskan, 
melaksanakan kuasanya dan ia menanggung segala biaya, kerugian 
dan bunga yang sekiranya dapat ditimbulkan karena tidak 
dilaksanakannya kuasa tersebut (Pasal 1800 KUHPerdata). 
2) Si kuasa tidak hanya bertanggung jawab tentang perbuatan-
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang 
kelalaian yang dilakukan di dalam menjalankan kuasanya (Pasal 
1801 KUHPerdata). 
3) Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah di 
perbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa 
tentang segala apa yang telah diterima berdasarkan kuasanya, 
sekalipun apa yang diterima itu tidak seharusnya dibayarkan 
kepada si pemberi kuasa (Pasal 1802 KUHPerdata).  
4) Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk 




5) Jika ia tidak telah diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang 
lain sebagai penggantinya. 
6) Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan 
seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu teryata 
seorang yang tak cakap / mampu (Pasal 1803 KUHPerdata). 
d. Kewajiban Pemberi Kuasa 
Kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa menurut KUHPerdata 
meliputi :  
1) Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang 
diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang telah diberikan 
kepadanya (Pasal 1807 KUHPerdata). 
2) Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa 
semua persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya begitu pula untuk 
membayar upahnya, jika ini telah diperjanjikan (Pasal 1808 
KUHPerdata). 
3) Pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada si kuasa 
tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan 
kuasanya (Pasal 1809 KUHPerdata). 
4) Pemberi kuasa harus membayar kepada si kuasa bunga atas 
persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh si kuasa, terhitung 
mulai hari dikeluarkannya porsekot-porsekot itu (Pasal 1810 
KUHPerdata). 
5) Si kuasa berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi 
kuasa yang berada di tangannya sekian lamanya hingga kepadanya 
telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai 





e. Berakhirnya Pemberian Kuasa 
Menurut Pasal 1813 KUHPerdata berakhirnya pemberian 
kuasa dapat berakhir dengan cara-cara sebagai berikut :  
1) Dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa.  
2) Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa. 
3) Dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi 
kuasa maupun si penerima kuasa. 
4) Dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau 
menerima kuasa. 
3. Tinjauan tentang Hukum Perjanjian 
a. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan / harta 
benda antara 2 orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu 
pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada 
pihak lain untuk menunaikan  prestasi (Yahya Harahap, 1986 : 6). 
b. Unsur Perjanjian 
Menurut Yahya Harahap unsur perjanjian adalah : 
1) Hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 
orang atau lebih. 
 Hubungan hukum dalam perjanjian tidak dapat timbul 
dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta karena adanya tindakan 
hukum. Tindakan yang dilakukan kedua belah pihaklah yang 






2) Memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain 
tentang suatu prestasi  
(Yahya Harahap, 1986 : 6). 
c. Objek Perjanjian 
Objek perjanjian adalah prestasi, prestasi adalah pelaksanaan 
dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah di 
sepakati bersama (Munir Fuady, 2005 : 17). Menurut Pasal 1234 
KUHPerdata prestasi yang diperjanjikan itu meliputi : 
1) Untuk menyerahkan sesuatu. 
2) Melakukan sesuatu.  
3) Tidak melakukan sesuatu. 
 
  Menurut Satrio, kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau 
tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat 
dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. 
Wujud wanprestasi bisa : 
1) Debitur sama sekali tidak berprestasi 
Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan 
prestasi. Hal ini disebabkan karena debitur memang tidak mau 
berprestasi atau secara subjektif tidak bisa berprestasi lagi. 
2) Debitur keliru berprestasi 
Debitur memang telah memberikan prestasinya akan 







3) Debitur terlambat berprestasi  
   Debitur memang berprestasi dalam hal ini, objek 
prestasinya pun benar akan tetapi tidak sebagaimana yang di 
perjanjikan  
(Satrio, 1999 : 122-132). 
d. Subjek Perjanjian 
Menurut Mariam Darus, Subjek perjanjian ialah pihak-pihak 
yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian, yang terdiri dari 3 
golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu : 
1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. 
2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari 
padanya. 
3) Pihak ketiga  
(Mariam Darus, 1996 : 94). 
Menurut Yahya Harahap, Subjek perjanjian adalah kreditur 
dan debitur, kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib 
memenuhi prestasi. 
1) Kreditur 
Kreditur terdiri dari : 
a) Individu sebagai persoon yang bersangkutan : 
(1) Natururlijke persoon atau manusia tertentu. 
(2) Rechts person atau badan hukum. 
b) Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan / 
hak orang lain tertentu. 






Debitur terdiri dari : 
a) Individu sebagai persoon yang bersangkutan : 
(1) Natururlijke persoon atau manusia tertentu. 
(2) Rechts person atau badan hukum. 
b) Seseorang atas kedudukan / keadaan tertentu bertindak atas 
orang tertentu. 
c) Seseorang yang dapat diganti menggantikan kedudukan debitur 
semula, baik atas dasar bentuk perjanjian maupun izin dan  
persetujuan kreditur  
(Yahya Harahap, 1986 : 17). 
e. Syarat Sah Perjanjian 
  Perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum haruslah 
memenuhi persyaratan yuridis tertentu, adapun syarat-syarat tersebut 
menurut Munir Fuady dapat digolongkan menjadi : 
1) Syarat sah objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata 
Syarat sah objektif  meliputi :  
a) Perihal tertentu. 
b) Kausa yang di perbolehkan. 
2) Syarat sah subjektif berdasar Pasal 1320 KUHPerdata 
Syarat sah subjektif meliputi : 
a) Adanya kesepakatan kehendak. 
b) Adanya wewenang berbuat. 
3) Syarat sah yang umum diluar Pasal 1320 KUHPerdata 
    Adapun syarat sah umum tersebut adalah : 




b) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang 
berlaku. 
c) Perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan. 
d) Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum. 
4) Syarat sah khusus 
 Syarat khusus tersebut adalah : 
a) Syarat tertulis untuk perjanjian tertentu. 
b) Syarat akta notaris untuk perjanjian tertentu. 
c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk perjanjian 
tertentu. 
d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk perjanjian 
tertentu  
(Munir Fuady, 2005 : 14-15).  
f. Asas-asas Dalam Perjanjian 
    Dalam perjanjian dikenal beberapa asas, meliputi : 
1) Asas perjanjian sebagai hukum mengatur 
 Hukum mengatur adalah peraturan hukum berlaku bagi 
subjek hukum dalam hal ini adalah para pihak tetapi apabila para 
pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang 
diatur oleh para pihak, jadi asas mengatur ini dapat disimpangi 
oleh para pihak. 
2) Asas kebebasan berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas dalam 
perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak bebas untuk 
membuat suatu perjanjian sepanjang : 




b) Tidak dilarang oleh undang-undang. 
c) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. 
d) Harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
3) Asas pacta sunt servanda 
Suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para 
pihak secara penuh sesuai dengan isi perjanjian tersebut atau bisa 
dikatakan perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku 
sebagai undang-undang yang membuatnya, diisyaratkan dalam 
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata 
4) Asas konsensual 
Konsensus artinya sepakat, lahirnya suatu perjanjian jika 
telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang 
telah dibuat maka ia telah sah dan mengikat mengikat secara penuh 
bahkan dalam bentuk yang tidak tertulis sekalipun, akan tetapi ada 
beberapa jenis perjanjian yang diisyaratkan berbentuk tertulis, 
misalnya : 
a) Perjanjian perdamaian. 
b) Perjanjian pertanggungan. 
c) Perjanjian penghibahan. 
d) Perjanjian jual beli tanah. 
5) Asas obligatoir 
Suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah 
dibuat para pihak adalah mengikat pembuatnya akan tetapi 
keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban 
semata. Dalam jual beli, hanya dengan perjanjian saja hak milik 




baru berpindah setelah adanya levering atau penyerahan / serah 
terima (Munir Fuady, 2005 : 11-13). 
g. Jenis-jenis Perjanjian 
 Menurut Munir Fuady, jenis-jenis perjanjian dikategorikan 
menjadi dua, yaitu : 
1) Perjanjian bernama (perjanjian khusus) 
  Dalam KUHPerdata, perjanjian bernama meliputi : 
a) Perjanjian jual beli Pasal 1457-1540 KUHPerdata. 
b) Perjanjian tukar menukar Pasal 1541-1546 KUHPerdata. 
c) Perjanjian sewa menyewa Pasal 1548-1600 KUHPerdata. 
d) perjanjian persetujuan untuk melakukan pekerjaan Pasal 1601-
1617 KUHPerdata. 
e) Perjanjian perseroan Pasal 1618-1652 KUHPerdata. 
f) Perjanjian perkumpulan Pasal 1653-1665 KUHPerdata. 
g) Perjanjian hibah Pasal 1666-1693 KUHPerdata. 
h) Perjanjian penitipan barang Pasal 1694-1739 KUHPerdata. 
i) Perjanjian pinjam pakai Pasal 1740-1743 KUHPerdata. 
j) Perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754-1769 KUHPerdata. 
k) Perjanjian bunga tetap Pasal 1770-1773 KUHPerdata. 
l) Perjanjian untung-untungan Pasal 1774-1791 KUHPerdata. 
m) Perjanjian pemberian kuasa Pasal 1792-1819 KUHPerdata. 
n) Perjanjian penanggungan hutang Pasal 1820-1850 
KUHPerdata. 
o) Perjanjian perdamaian Pasal 1851-1864 KUHPerdata. 
2) Perjanjian umum (tidak bernama)  






4. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli 
a. Pengertian Jual Beli 
Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar 
harga yang telah dijanjikan. 
Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah 
perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju 
memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan 
sejumlah uang yang disebut harga (Abdulkadir Muhammad, 1986 : 
243). 
Menurut Pamoentjak, jual beli adalah suatu persetujuan 
antara dua pihak, yaitu yang satu menyanggupi, menyerahkan suatu 
barang sedang pihak yang lain menyanggupi membayar harga yang 
sudah ditentukan untuk barang itu (Pamoentjak, 1993 : 16). 
b. Syarat sah Jual Beli 
Karena jual beli merupakan suatu perjanjian maka syarat 
sahnya jual beli mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
 Kesepakatan berarti adanya persetujuan antara kedua 
belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Paksaan yang 
dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian merupakan 






2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Setiap orang cakap untuk membuat suatu perikatan jika 
undang-undang menyatakan bahwa ia cakap membuat suatu 
perikatan. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata, kelompok yang 
dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 
a) Orang-orang yang belum dewasa 
 Menurut Pasal 330 KUHPerdata belum dewasa adalah 
mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum 
pernah menikah sedang dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tantang Perkawinan, umur kedewasaan adalah 18 
tahun. 
b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. 
c) Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh 
undang-undang. 
d) Orang-orang yang dilarang undang-undang melakukan 
perbuatan tertentu. 
3) Suatu hal tertentu 
Maksudnya bahwa apa yang diperjanjikan hak-hak dan 
kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam 
perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Misal : suatu 
perjanjian mengenai panen tembakau dari suatu ladang dalam 
tahun yang akan datang adalah sah. 
4) Sebab yang halal 
Maksudnya adalah isi perjanjian itu sendiri mempunyai 
suatu sebab yang halal atau tidak. Misal : seorang membeli pisau di 




jual beli pisau tersebut mempunyai seuatu sebab yang halal, tetapi 
apabila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian, misal : si 
penjual hanya bersedia untuk menjual pisaunya, kalau si pembeli 
membunuh orang sehingga isi perjanjian ini menjadi sesuatu yang 
terlarang. 
c. Macam-macam Cara Jual Beli 
Menurut Pamoentjak, dikenal berbagai macam cara jual beli, 
yaitu : 
1) Jual beli secara percobaan 
Jual beli baru terjadi setelah pembeli setuju terhadap 
barang yang dibelinya itu, oleh karena itu jual beli ini disebut juga 
jual beli dengan syarat tangguh. 
2) Jual beli dengan contoh 
Persetujuan jual beli sudah ada atas dasar contoh barang 
tersebut. 
3) Jual beli dengan angsuran / cicilan 
Jual beli dengan cara pembeli membayar harga barang 
secara cicilan atau mengangsur. 
4) Jual beli dengan sebutan hierkup 
Jual beli ini juga disebut sewa beli, terdapat unsur cicilan 
dalam jual beli ini. Dalam jual beli ini, hak milik baru berpindah ke 





5) Jual beli dengan sebutan dagang tenggang 
Jual beli yang pada umumnya dijumpai dalam bursa 
dagang dimana diperdagangkan barang menurut pencatatan nilai. 
6) Jual beli dengan durch verkauf 
Jual beli dimana saat terjadi penyerahan bukan antara 
pihak penjual dengan pihak pembeli pertama melainkan kepada 
pihak pembeli yang terakhir setelah batas waktu penyerahan yang 
ditentukan dalam persetujuan jual beli pertama berakhir. 
7) Jual beli dengan sebutan Reukauf 
 Jual beli dengan syarat bahwa pembeli dapat menjual lagi 
dalam batas waktu tertentu kepada penjual dengan pembayaran 
jumlah uang tertentu  
(Pamoentjak, 1993 : 24-27). 
d. Kewajiban Penjual 
     Bagi penjual ada kewajiban utama yaitu : 
1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. 
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang 
menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas 
barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. 
2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan 
menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi  
(Subekti, 1982 : 8). 
Konsekwensi dari pada jaminan oleh penjual diberikan kepada 
pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-
sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban / tuntutan 




penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang 
yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang 
tersembunyi di dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan 
sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu 
apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat 
oleh pembeli yang normal. 
e. Kewajiban Pembeli 
Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli 
adalah menerima barang dan membayar harganya sesuai dengan 
perjanjian. Jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian, 
kemungkinan lain boleh juga ditentukan oleh transaksi-transaksi 
terdahulu antara pihak-pihak atau juga boleh diserahkan supaya 
ditetapkan oleh penaksir atau penengah. Waktu pembayaran adalah 
pada waktu penyerahan barang-barang (Abdulkadir Muhammad, 1986 
: 258). 
Menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah 
membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana 
ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang 
meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang (Subekti, 
1982 : 20). 
f. Unsur dalam Jual Beli 
  Dalam jual beli terdapat 2 unsur yang penting, yaitu : 
1) Barang / benda yang diperjual belikan 
Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli 
adalah barang berwujud benda / zaak. Barang adalah segala sesuatu 
yang dapat dijadikan objek “harta benda” atau ”harta kekayaan” 




Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, hanya 
barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan 
objek persetujuan. 
 KUHPerdata mengenal tiga macam barang yaitu : 
a) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan 
atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdata). 
b) Untuk barang tetap / tidak bergerak dengan perbuatan yang di 
namakan balik nama di muka pegawai kadaster yang juga di 
namakan pegawai balik nama (Pasal 620 KUHPerdata). 
c) Untuk barang tidak bertubuh dengan perbuatan yang 
dinamakan cessie sebagai mana diatur dalam Pasal 613 
KUHPerdata. 
2) Harga 
Harga berarti sesuatu jumlah yang harus dibayarkan 
dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang 
dikategorikan jual beli. 
Harga ini ditetapkan oleh para pihak, tetapi jika para 
pihak tidak dapat menetapkan harga kedua belah pihak dapat 
menyerahkan penentuan harga kepada pihak ketiga, sekalipun 
pihak ketiga menetapkan harga tetapi penjual dan pembeli tidak 
menyetujuinya, persetujuan jual beli dianggap tidak ada. 
g. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli 
Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan 
oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak 





Resiko jual beli ini dalam KUHPerdata ada 3 peraturan yaitu  
1) Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUHPerdata). 
2) Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran 
(Pasal 1461 KUHPerdata). 
3) Mengenai barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462 
KUHPerdata). 
Menurut Abdulkadir Muhammad ada 3 kemungkinan waktu 
kapan kerugian itu dapat terjadi, yaitu : 
1) Kerugian yang terjadi sebelum perjanjian dibuat 
 Kerugian ini menjadi beban penjual. Penjual tidak hanya 
kehilangan barang tetapi juga bertanggung jawab kepada pembeli 
mengenai kerugian jika penjual berjanji menyerahkan barang dan 
kemudian tidak dapat melakukannya. 
2) Kerugian yang terjadi antara perjanjian dan pemindahan hak milik 
Apabila ada perjanjian untuk menjual barang tertentu, dan 
sesudah itu tanpa kesalahan di pihak penjual atau pembeli, barang 
itu binasa sebelum resiko berpindah kepada pembeli, perjanjian itu 
dengan demikian dibatalkan. 
Ketentuan ini hanya berlaku jika barang binasa, tetapi jika 
barang hanya rusak ringan maka penjual bertanggung jawab 
terhadap kerusakan walaupun bukan kesalahan penjual. 
3) Kerugian yang terjadi setelah perpindahan hak milik 
Kerugian ini menjadi beban pembeli walaupun barang itu 
masih berada dalam kekuasaan penjual  





5. Konsep Hukum Perlindungan Konsumen 
a. Pengertian Perlindungan Konsumen 
  Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen.  
b. Pengertian Pelaku Usaha 
  Pelaku usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 
dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3 UU No 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen). 
c. Pengertian Konsumen 
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau 
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 
untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen). 
d. Pengertian Barang 
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan 
maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, 
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen (Pasal 1 





e. Pengertian Jasa 
Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
konsumen (Pasal 1 angka 5 UU No 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen). 
f. Kewajiban Pelaku Usaha 
Menurut ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha 
adalah 
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
4) Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / 
atau jasa yang berlaku. 
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau 
mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan 
/ atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau yang 
diperdagangkan. 
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan / atau jasa yang diperdagangkan. 
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila 





g. Hak Pelaku Usaha 
  Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah : 
1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan / atau jasa yang 
diperdagangkan.  
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik. 
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau 
jasa yang diperdagangkan. 
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
h. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
  Menurut ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah : 
1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 




4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan. 
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
B. Kerangka Pemikiran 
 Indonesia merupakan negara hukum, semua sendi-sendi kehidupan 
diatur dengan hukum. Fungsi dari hukum itu sendiri adalah untuk mengatur 
sendi-sendi kehidupan agar berjalan lancar. Di indonesia dikenal 2 macam 
hukum yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum 
yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai 
penguasa negara, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur 
hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Jual beli 
merupakan salah satu lapangan dalam hukum privat. Jual beli merupakan 
bentuk interaksi sosial tertua, yang pada awalnya menggunakan sistem barter 
yaitu tukar menukar barang dan setelah alat tukar diketemukan sistem barter 
pun mulai ditinggalkan karena dianggap tidak praktis.  
Jual beli terjadi karena adanya persetujuan antara penjual dan 
pembeli dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang sedangkan 
pembeli berkewajiban membayar dari harga barang tersebut dengan sejumlah 
uang. Penjual dan pembeli adalah sebagai pihak dalam jual beli akan tetapi 
jual beli ada kalanya dicampuri pihak ke tiga. Pihak ke tiga inilah yang biasa 
disebut dengan pedagang perantara. Bentuk hukum pedagang perantara dapat 
berupa makelar, agen dan komisioner. Makelar dan komisioner diatur dalam 
KUHD namun agen tidak diatur dalam KUHD. Pedagang perantara yang 
tergabung dalam GPPSP merupakan individu yang melakukan kegiatan dalam 




jawab atas segala perbuatan yang dilakukan terhadap pihak pembeli ataupun 
pihak penjual. 
Kerangka pemikiran mengenai tanggung jawab hukum pedagang 
perantara terhadap pihak penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Umum Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor 
Penumping Surakarta (GPPSP) 
1. Sejarah dan Perkembangan Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor 
Penumping Surakarta (GPPSP) 
 Sejarah berdirinya Gabungan Pedagang Sepeda Motor 
Penumping dimulai pada tahun 1990, ketika pada saat itu para pedagang 
perantara sepeda motor mulai bermunculan di Solo, ketika itu para 
pedagang perantara itu bertindak sendiri-sendiri dalam melakukan 
perantaraan jual beli sepeda motor di Surakarta tanpa adanya organisasi 
yang mewadahi. Kemudian munculah gagasan untuk membentuk suatu 
organisasi gabungan pedagang perantara sepeda motor yang nantinya agar 
dapat mewadahi aktifitas para pedagang perantara sepeda motor yang ada 
di Surakarta. Selain mewadahi aktifitas pedagang perantara sepeda motor, 
organisasi yang dibentuk nantinya juga bertujuan untuk mempersatukan 
pedagang perantara di Solo dan menghindarkan hal-hal negatif atas 
pandangan masyarakat terhadap pedagang perantara. 
 Tahun 1997 terbentuklah Gabungan Pedagang Perantara Sepeda 
Motor Penumping Surakarta (GPPSP), dengan susunan pengurus meliputi 
penasehat, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara 
dan seksi-seksi. Susunan pengurus mempunyai masa jabatan 2 tahun dan 
dapat dipilih kembali melalui musyawarah mufakat antar anggota. Nama 
Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta sendiri 
diambil dari kesepakatan antara para pedagang perantara yang pada waktu 
itu bermusyawarah untuk menentukan nama organisasi gabungan 
pedagang perantara ini, nama Penumping sendiri diambil karena tempat 




jumlah anggota Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping 
Surakarta adalah 105 orang dengan jumlah anggota tetap 40 orang, 
anggota tetap ini adalah anggota yang selalu hadir dan berkumpul di 
GPPSP. Keanggotaan GPPSP adalah bebas dalam arti siapa pun dapat 
bergabung dengan GPPSP namun dengan syarat telah dewasa (berumur 25 
th) dan sehat jasmani rohani. Anggota baru bisa bergabung setelah masa 
kepengurusan telah berakhir jadi bisa dikatakan setiap pergantian pengurus 
akan ada pengumuman tentang penerimaan anggota baru, akan tetapi 
biasanya yang masuk keanggotaan adalah orang-orang yang sudah dikenal 
atau sering datang ke GPPSP. 
 Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping 
Surakarta ini merupakan organisasi yang rapi, hal ini ditandai dengan 
adanya Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi anggota yang terdaftar dalam 
GPPSP, juga dengan adanya uang kas yang nantinya akan digunakan 
untuk kepentingan anggota sendiri seperti membantu anggota yang terkena 
sakit, terkena musibah, kegiatan pembuatan kartu anggota, dan kalender. 
Juga digunakan untuk kegiatan sosial lainnya seperti bakti sosial dan 
membantu korban banjir. Uang kas ini diambilkan dari transaksi jual beli 
pada hari itu sebesar 10.000 rupiah per unit motor. Bulan April 2008 omzet 
penjualan pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP mencapai 60 
Unit sepeda motor perbulan atau sekitar 200 juta rupiah. 
 Gabungan Pedagang  Perantara Sepeda Motor Penumping 
Surakarta mempunyai asas dan tujuan, yaitu : 
a Asas  : Pancasila. 
b Tujuan : 
1) Mewujudkan cita-cita bangsa yang mandiri berwiraswasta 
sebagaimana dimaksud dalam asas dan tujuan bangsa Indonesia. 
2) Menciptakan masyarakat adil makmur, saling bergotong royong, 
arif, jujur dan disiplin berdasarkan pancasila dan undang-undang 




3) Mengembangkan kehidupan bangsa indonesia dengan motto : 
“gayub rukun agawe santoso”. 
2. Struktur organisasi Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor 
Penumping Surakarta 
Adapun struktur organisasi Gabungan Perantara Pedagang 
Sepeda Motor Penumping Surakarta adalah sebagai berikut : 





















3. Hak dan kewajiban anggota Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor 
Penumping Surakarta 
a. Kewajiban Pedagang Perantara 
1) Memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor termasuk 
juga memeriksa identitas penjual dan pembeli. 
2) Mengisi uang kas dari hasil penjualan ataupun pembelian sepeda 
motor. 
3) Mengisi buku folio secara lengkap. 
4) Menjadi saksi ketika ada transaksi jual beli. 
5) Aktif dalam mencarikan pembeli atau penjual. 
6) Menagih harga kekurangan sepeda motor dan memintakan Bukti 
Pemilik Kendaraan Bermotor jika terdapat kekurangan pembayaran 
dalam jual beli sepeda motor. 
b. Hak Pedagang Perantara 
1) Menerima upah dari hasil penjualan ataupun pembelian. 
2) Menerima bantuan dari orgaisasi ketika terjadi musibah. 
3) Datang dan berkumpul di GPPSP. 
4) Membantu pedagang perantara lain dalam mencarikan pembeli 
atau penjual. 
B. Posisi Hukum Pedagang Perantara dalam Perjanjian Jual beli Sepeda 
Motor 
Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia 
dan badan hukum. Manusia adalah pengertian biologis ialah gejala alam, 
gejala biologika, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indra dalam 
mempunyai budaya. Sedangkan orang adalah pengertian yuridis ialah gejala 
dalam hidup bermasyarakat (Achmad Ichsan dalam Riduan Syaharani, 1999 : 
141). Setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi artinya diakui sebagai 




yaitu pendukung hak dan kewajiban hukum. Walaupun setiap manusia sebagai 
subjek hukum tapi tidak semuanya cakap melakukan perbuatan hukum. 
Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, orang-orang yang tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum adalah :  
1. Orang-orang yang belum dewasa. 
2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan. 
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang. 
4. Pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 
membuat perjanjian-perjanjian tertentu.  
Dalam dunia perdagangan saat ini keberadaan pedagang perantara 
dan semacamnya sudah lazim dalam upaya memperlancar arus pertukaran 
barang dan jasa. Melalui jasa pedagang perantara ini lah pihak penjual dan 
pembeli dapat dijembatani. Kalau kita melihat lebih jauh operasi para 
pedagang perantara, dapat ditarik fungsi utama para pedagang perantara 
adalah mempertemukan dua kepentingan yaitu kepentingan penjual dan 
pembeli. Melalui jasa pedagang perantara seseorang dapat lebih mudah 
menjual atau membeli barang atau jasa dibanding harus mencari sendiri di 
mana penjual atau pembeli berada.  
Perjanjian yang dilakukan pedagang perantara tidak dituangkan 
dalam suatu perjanjian tertulis kecuali memang ada kekurangan pembayaran 
maka akan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kata sepakat menjadi kunci 
pokok dalam melaksanakan jual beli sepeda motor (Wawancara dengan 
Slamet Rohmah, Ketua GPPSP tanggal 1 Maret 2008 jam 09.00 WIB). Unsur 
kepercayaan merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian jual beli sepeda 
motor. Dalam mengadakan perjanjian jual beli sepeda motor antara pedagang 
perantara, penjual dan pembeli kata sepakat sudah dapat dijadikan pedoman 
bahwa penjual atau pembeli telah memberikan kepercayaan kepada pedagang 
perantara untuk mencarikan atau menjualkan sepeda motor dan pedagang 
perantara percaya bahwa pembeli atau penjual akan memberikan upah sebagai 




1. Asas kebebasan berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 
ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya”. Menurut Asas kebebasan berkontrak ini para pihak bebas 
dalam membuat perjanjian jual beli sepeda motor sepanjang : 
a. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian 
 Memenuhi syarat sebagai perjanjian diatur dalam Pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu :  
1) Adanya kesepakatan 
Kata sepakat merupakan kunci utama dalam 
melaksanakan perjanjian jual beli sepeda motor, wujud dari 
kesepakatan ini adalah ketika pedagang perantara bersedia 
mencarikan sepeda motor atau menjualkan sepeda motor dan 
penjual atau pembeli bersedia memberikan upah kepada pedagang 
perantara. 
2) Kecakapan untuk membuat perikatan 
Kecakapan diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yang 
meliputi telah dewasa, yaitu telah mencapai usia 21 tahun atau 
sudah melangsungkan perkawinan (Pasal 330 KUHPerdata), tidak 
ditaruh dibawah pengampuan, tidak dilarang oleh undang-undang. 
Pihak yang melaksanakan jual beli sepeda motor pada dasarnya 
telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, hal ini dapat 
diketahui ketika pedagang perantara menolak penjualan jika 
memang penjual masih anak-anak yang dalam hal ini belum 
berusia 21 tahun, sedangkan syarat menjadi anggota GPPSP adalah 





3) Sebab yang halal 
Perjanjian yang dilakukan pedagang perantara 
mempunyai sebab yang halal karena mengenai jual beli sepeda 
motor yang dimaksudkan digunakan untuk kehidupan sehari-hari 
bukan untuk melaksanakan kejahatan. Jika perjanjian jual beli 
sepeda motor dimaksudkan untuk melaksanakan kejahatan maka 
perjanjian jual beli menjadi hal yang dilarang. 
4) Suatu hal tertentu 
Perjanjian yang dibuat oleh pedagang perantara adalah 
perjanjian jual beli sepeda motor. 
b. Tidak dilarang oleh Undang-Undang 
c. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku 
 Masyarakat justru lebih menyukai kesederhanaan pedagang 
perantara dalam melakukan perjanjian jual beli yang bentuknya tidak 
tertulis sehingga perjanjian jual beli motor dalam bentuk tidak tertulis 
melalui pedagang perantara bukan merupakan hal yang bertentangan 
dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 
d. Dilaksanakan dengan itikad baik 
 Itikad baik dari pedagang perantara ditunjukkan dengan tidak 
mengingkari kepercayaan yang telah diberikan penjual atau pembeli 
yaitu dengan tidak mengganti komponen sepeda motor, 
memperlakukan sepeda motor dengan baik. Sedangkan itikad baik dari 






2. Asas konsensualitas 
Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan 
asas konsensualitas yang berasal bahasa latin consensus yang artinya 
kesepakatan. Menurut asas konsensualitas ini timbulnya atau lahirnya 
perjanjian jual beli sepeda motor adalah ketika ada kata sepakat dari para 
pihak yang mengadakan perjanjian jual beli sepeda motor, kata sepakat 
timbul ketika pedagang perantara bersedia mencarikan sepeda motor atau 
menjualkan sepeda motor dan penjual atau pembeli bersedia memberikan 
upah kepada pedagang perantara sebagai uang jasa. Jika perjanjian jual 
beli sepeda motor telah dibuat, maka ia telah sah dan mengikat secara 
penuh bahkan dalam bentuk yang tidak tertulis sekalipun, sehingga para 
pihak akan tetap terikat dalam perjanjian jual beli sepeda motor walaupun 
bentuknya tidak tertulis.  
3. Asas pacta sunt servanda 
 Asas pacta sunt servanda adalah suatu asas dalam perjanjian 
dimana suatu perjanjian yang dibuat sah mengikat para pihak secara penuh 
sesuai dengan isi perjanjian tersebut atau bisa dikatakan perjanjian yang di 
buat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang yang 
membuatnya. Para pihak yang membuat perjanjian dalam jual beli sepeda 
motor menurut asas ini terikat dengan perjanjian sebagai Undang-Undang, 
keterikatan tersebut diwujudkan dengan adanya kepatuhan masing-masing 
pihak. Sebagai contohnya adalah pembayaran upah kepada pedagang 
perantara, keseriusan pedagang perantara dalam mencarikan atau 
menawarkan sepeda motor yang hendak dijual.  




Perjanjian jual beli sepeda motor yang telah dibuat para pihak 
mengikat pembuatnya akan tetapi keterikatannya itu hanya sebatas 
timbulnya hak dan kewajiban semata. Dalam jual beli sepeda motor, hanya 
dengan perjanjian saja hak milik sepeda motor belum berpindah ke tangan 
pembeli, jadi hanya bersifat obligatoir saja. Hak milik sepeda motor baru 
berpindah ke tangan pembeli setelah adanya levering atau penyerahan / 
serah terima. 
Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta 
tidak mempunyai akta pendirian, keanggotaan tidak ada pengangkatan dari 
pejabat yang berwenang (presiden), tidak disumpah di depan Pengadilan 
Negeri. Organisasi ini juga tidak mempunyai anggaran dasar dan anggaran 
rumah tangga. Mengenai upah dalam GPPSP sudah ditentukan yaitu sebesar 
100.000 rupiah, besarnya upah tidak ditentukan oleh pihak penjual atau 
pembeli namun sudah ditentukan dari organisasi. Jika upah belum dibayarkan 
maka pedagang perantara akan menahan sepeda motor sampai upah 
dibayarkan, namun hal ini jarang terjadi (Wawancara dengan Slamet Rohmah, 
Ketua GPPSP tanggal 1 Maret 2008 jam 09.00 WIB).  
Dalam melakukan perbuatannya pedagang perantara mempunyai 
hubungan yang tidak tetap dengan penjual atau pembeli, hubungan yang tidak 
tetap ini dapat diketahui ketika pedagang perantara telah menyelesaikan apa 
yang menjadi kewajibannya dan mendapatkan haknya maka selesai sudah 
perhubungan hukum antara pedagang perantara dengan pihak pembeli atau 
penjual. Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdata adalah perjanjian 
dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang 
menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pedagang 
perantara merupakan individu yang menerima kuasa dari penjual atau pembeli 
untuk mencari atau menjual sepeda motor. Penjual atau pembeli tidak 
memberikan suatu surat kuasa kepada pedagang perantara untuk menjualkan 
atau mencarikan sepeda motor tetapi hanya menyatakan secara lisan kepada 




tanggal 1 Maret 2008 jam 09.00 WIB). Hal tersebut sudah merupakan 
perjanjian pemberian kuasa karena sudah ada pernyataan secara lisan kepada 
pedagang perantara. Kuasa dapat diberikan secara lisan dan bahkan 
penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari 
pelaksanaan kuasa oleh si kuasa, hal ini diatur dalam Pasal 1793 KUHPerdata. 
Perjanjian pemberian kuasa menurut Pasal 1795 KUHPerdata dapat dilakukan 
secara umum dan khusus, secara khusus yaitu hanya mengenai satu 
kepentingan tertentu dan secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si 
pemberi kuasa. Dilihat dari cara memberikan kuasa maka pemberi kuasa 
memberikan kuasa kepada pedagang perantara untuk menjualkan atau 
mencarikan sepeda motor sehingga pemberian kuasa dilakukan secara khusus 
yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu. Pedagang perantara akan 
menahan sepeda motor ketika upah belum dibayarkan, hal ini merupakan hak 
retensi dalam Pasal 1812 KUHPerdata. Hak retensi merupakan hak yang 
dimiliki si penerima kuasa sebagai akibat dari pemberian kuasa.  
Menurut Pasal 1813 KUHPerdata pemberian kuasa dapat berakhir 
apabila : 
1. Pemberi kuasa menarik kembali kuasanya dari si kuasa.  
2. Si kuasa pemberitahuan penghentian kuasanya kepada pemberi kuasa. 
3. Dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa 
maupun si penerima kuasa. 
4. Dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. 
Pedagang perantara yang mendapat kuasa dari penjual untuk menjualkan 
sepeda motor atau mendapat kuasa dari pembeli untuk mencarikan sepeda 
motor akan berakhir apabila pedagang perantara telah selesai dalam 
mencarikan atau menjualkan sepeda motor dan dapat pula berakhir ketika 
penjual atau pembeli membatalkan kepada pedagang perantara.  
Ada dua hal yang membuat pedagang perantara berhenti mencarikan 
atau menjualkan sepeda motor. Yang pertama jika pembeli membatalkan 




penjual membatalkan penjualan karena memang sepeda motor yang akan 
dijual ada yang menawar lebih tinggi. Pedagang perantara tidak dapat berbuat 
apa-apa jika terjadi hal yang demikian karena persaingan harga adalah 
mekanisme pasar, biasanya yang menawar lebih tinggi adalah pembeli 
langsung dari luar bukan dari GPPSP dan yang kedua adalah jika pedagang 
perantara telah menemukan pembeli atau penjual dan telah terjadi kesepakatan 
mengenai transaksi jual beli. (Wawancara dengan Slamet Budi S, anggota 
GPPSP tanggal 25 Maret 2008 jam 16.00 WIB). Hal ini terdapat kesesuaian 
dengan Pasal 1813 KUHPerdata, berakhirnya pemberian kuasa itu dimana 
pemberi kuasa menarik kembali kuasanya dari si kuasa yaitu dengan adanya 
pernyataan pembatalan dari penjual ataupun pembeli. 
Kegiatan pedagang perantara dalam melakukan transaksi jual beli 
sangat sederhana karena lebih mengutamakan musyawarah mufakat terhadap 
pihak pembeli ataupun penjual, ketika ada kesepakatan maka pedagang 
perantara akan menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung transaksi. 
pedagang perantara akan meminta penjual untuk menyiapkan berkas-berkas 
yang meliputi : 
1. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 
3. Kwitansi kosong bermaterai yang digunakan untuk balik nama. 
4. Kwitansi tanda beli motor untuk bukti bahwa penjual telah menerima 
pembayaran dari pembeli dengan dilampiri foto kopi Kartu Tanda 
Penduduk pembeli. 
5. Faktur pembelian atas nama pemilik. 
6. Foto kopi  Kartu  Tanda Penduduk penjual dan pemilik.  
Dalam persatuan pedagang ini segala sesuatu yang berhubungan dengan 
membeli dan menjual sepeda motor harus melalui Gabungan Pedagang 
Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta terlebih dahulu. Gabungan 
Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ini mempunyai uang 




dari setiap transaksi per unit motor. Pedagang perantara akan selalu berbuat 
agar antara pembeli dan penjual mengadakan pendekatan yang baik sehingga 
dapat menumbuh kembangkan minat penjual dan pembeli untuk melakukan 
transaksi jual beli, baik menjual ataupun membeli sepeda motor yang nantinya 
bertujuan agar transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik (Wawancara 
dengan Slamet Rohmah, Ketua GPPSP tanggal 1 Maret 2008 jam 09.00 WIB). 
Penjual datang untuk menawarkan sepeda motor kepada pedagang 
perantara. Jika pedagang perantara yang menerima tidak tertarik maka sepeda 
motor tersebut ditawarkan kepada anggota lain yang ada di Gabungan 
Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta, jika anggota lain 
tidak ada yang berminat membeli maka pedagang perantara akan menawarkan 
sepeda motor tersebut kepada pembeli di luar Gabungan Pedagang Perantara 
Sepeda Motor Penumping Surakarta, pembeli ini tidak harus perseorangan 
akan tetapi dapat pula di tawarkan kepada dealer sepeda motor bekas. Setelah 
ada pembeli yang berminat maka penjual dipertemukan dengan pembeli untuk 
kemudian melakukan transaksi jual beli dan pedagang perantara disini sebagai 
saksi dalam transaksi jual beli tersebut. Ada kalanya penjual memberikan 
kuasa sepenuhnya kepada pedagang perantara untuk menjualkan sepeda motor 
karena penjual tidak ingin repot dengan segala sesuatunya, biasanya penjual 
hanya ingin langsung mendapat harga penjualan bersih tanpa dipotong dengan 
biaya-biaya. Dalam hal yang demikian maka penjual tidak perlu bertemu 
dengan pembeli karena segala sesuatunya akan diuruskan oleh pedagang 
perantara. Posisi hukum yang demikian ini pedagang perantara adalah sebagai 
perantara. Akan tetapi pedagang perantara juga bisa bertindak atas namanya 
sendiri ketika mendapat kuasa penuh dari penjual untuk menjualkan sepeda 
motor, maka posisi hukum pedagang perantara yang bertindak atas namanya 
sendiri adalah sebagai penjual bukan sebagai perantara.  
 Seorang pedagang perantara selain berkedudukan sebagai perantara 
dan penjual bisa juga sebagai pihak yang membeli sekaligus menjual sepeda 




jual beli akan tetapi dapat juga sebagai pembeli karena tertarik terhadap 
kondisi sepeda motor tersebut, dan kemudian akan dijual lagi sehingga 
pedagang perantara ini tidak lagi mengambil upah dari transaksi jual beli akan 
tetapi akan mengambil laba dari penjualan sepeda motor. Pedagang perantara 
yang membeli sepeda motor biasanya membeli sepeda motor yang banyak di 
cari oleh masyarakat dan kondisinya masih bagus sehingga harga jualnya akan 
semakin tinggi (Wawancara dengan Slamet Rohmah, Ketua GPPSP tanggal 1 
Maret 2008 jam 09.00 WIB). Jika demikian maka posisi hukum pedagang 
perantara disini bukan sebagai perantara akan tetapi berkedudukan sebagai 
pembeli sekaligus penjual sepeda motor. Sehingga hubungan antara pedagang 
perantara dengan penjual adalah menjadi hubungan jual beli, bukan lagi 
hubungan pemberian kuasa. 
Pembeli bisa juga mendatangi pedagang perantara untuk mencari 
sepeda motor yang diminatinya, kemudian oleh pedagang perantara mencatat 
segala sesuatu yang diinginkan oleh pembeli tersebut mulai dari jenis motor, 
tahun pembuatan dan mereknya. Jika anggota mempunyai sepeda motor yang 
dikehendaki maka pedagang perantara akan memperlihatkan sepeda motor 
tersebut, apakah cocok atau tidak karena biasanya pembeli mencari sepeda 
motor bekas dengan kondisi yang masih bagus akan tetapi jika persediaan 
dalam anggota Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping 
Surakarta tidak ada maka pedagang perantara akan mencarikan sepeda motor 
tersebut di luar Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping 
Surakarta, hal ini akan dianggap sebagai pesanan yang harus di carikan. 
Kondisi yang demikian maka bisa dikatakan posisi hukum pedagang perantara 
adalah sebagai perantara dalam jual beli sepeda motor.  
Bentuk pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP adalah 
apakah sebagai agen atau komisioner atau makelar dan atau makelar tidak 
resmi, maka akan dipaparkan mengenai ciri-ciri dari agen, komisioner, 
makelar, dan atau makelar tidak resmi kemudian membandingkannya dengan 




kesimpulan bentuk pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP apakah 
sebagai agen atau komisioner atau makelar dan atau makelar tidak resmi. 
Adapun ciri-ciri dari agen, komisioner, makelar dan makelar tidak 
resmi akan dipaparkan dibawah ini : 
1. Agen 
Hubungan antara agen dengan pengusaha bukan merupakan 
hubungan perburuhan karena tidak bersifat subordinasi sehingga 
mempunyai posisi yang sama tinggi. Bukan juga sifat hubungan  
pelayanan berkala karena hubungan antara agen dengan pengusaha 
mempunyai hubungan tetap sedangkan pelayanan berkala hubungannya 
tidak tetap sehingga dapat disimpulkan sifat hubungan antara agen dengan 
pengusaha adalah hubungan pemberian kuasa. Agen pada umumnya 
bertindak atas nama pengusaha namun agen dapat pula bertindak atas 
nama sendiri.  
Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP dalam 
melakukan kegiatan perantara jual beli mempunyai sifat hubungan yang 
tidak tetap, sedangkan hubungan antara pedagang perantara dengan pihak 
pembeli atau penjual adalah hubungan pemberian kuasa. Pada umumnya 
bertindak atas nama pemberi kuasa namun dapat pula bertindak atas nama 
sendiri, tidak ada pengangkatan dari pejabat yang berwenang dan tidak 
disumpah di depan Pengadilan Negeri. Pedagang perantara juga 
mempunyai hak retensi sebagaimana hak yang dimiliki penerima kuasa. 
Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP bukan 
merupakan bentuk agen karena hubungan antara agen dengan pengusaha 
adalah hubungan yang tetap sedangkan hubungan pedagang perantara 





Sifat hubungan antara komisioner dengan komiten adalah 
hubungan yang tidak tetap. Menurut Polak hubungan antara komisioner 
dengan komiten adalah pemberian kuasa khusus, kekhususan itu terdapat 
pada : 
1) Menurut Pasal 1792 KUHPerdata, pemegang kuasa pada umumnya 
bertindak atas nama pemberi kuasa namun seorang komisioner 
bertindak atas namanya sendiri (Pasal 76 KUHD). 
2) Pemegang kuasa bertindak tanpa upah kecuali diperjanjikan 
sebelumnya namun komisioner mendapat upah setelah 
pekerjaannya sudah selesai (Pasal 76 KUHD)  
(Purwosutjipto, 1999 : 92). 
Adapun ciri-ciri khas komisioner menurut Purwosutjipto 
adalah : 
1) Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan sebagai 
halnya makelar. 
2) Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas 
namanya sendiri  
(Purwosutjipto, 1999 : 54). 
3) Adanya hak menahan yang diberikan kepada komisioner, diatur 
dalam Pasal 85 KUHD, hak menahan ini sama dengan hak retensi 
dalam Pasal 1812 KUHPerdata. 
Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP dalam 
melakukan kegiatan perantaraan mempunyai sifat hubungan yang tidak 
tetap, sebagaimana diuraikan diatas. Sedangkan hubungan antara 
pedagang perantara dengan pihak pembeli atau penjual adalah 
hubungan pemberian kuasa. Pada umumnya bertindak atas nama 
pemberi kuasa namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, tidak ada 
pengangkatan dari pejabat yang berwenang dan tidak disumpah di 
depan Pengadilan Negeri. Pedagang perantara juga mempunyai hak 




Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP bukan 
merupakan bentuk komisioner karena komisioner pada umumnya 
bertindak atas nama sendiri akan tetapi pedagang perantara pada umumnya 
bertindak atas nama pemberi kuasa. 
3. Makelar 
Sifat hubungan antara makelar dengan pengusaha adalah tidak 
tetap, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 62 KUHD. Hubungan antara 
makelar dengan pengusaha adalah campuran yaitu sebagai perjanjian 
pelayanan berkala dan perjanjian pemberian kuasa (Purwosutjipto, 1999 : 
50). Pada perjanjian pelayanan berkala ini kedudukan para pihak adalah 
sama tinggi, hal ini berbeda dengan perjanjian perburuhan dimana 
kedudukan para pihak adalah sebagai majikan dan buruh. Sebelum 
menjalankan pekerjaannya maka seorang makelar harus disumpah di 
depan Pengadilan Negeri dan mendapatkan pengangkatan oleh pejabat 
yang berwenang.  
Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP dalam 
melakukan kegiatan perantaraan mempunyai sifat hubungan yang tidak 
tetap, sebagaimana diuraikan diatas. Sedangkan hubungan antara 
pedagang perantara dengan pihak pembeli atau penjual adalah hubungan 
pemberian kuasa. Pada umumnya bertindak atas nama pemberi kuasa 
namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, tidak ada pengangkatan 
dari pejabat yang berwenang dan tidak disumpah di depan Pengadilan 
Negeri. Pedagang perantara juga mempunyai hak retensi sebagaimana hak 
yang dimiliki penerima kuasa. 
Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP bukan 
merupakan bentuk makelar karena tidak ada pengangkatan dari pejabat 
yang berwenang sedangkan makelar harus diangkat oleh pejabat yang 




campuran antara pelayanan berkala dan pemberian kuasa sedangkan 
pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP dengan penjual atau 
pembeli adalah hubungan pemberian kuasa. 
4. Makelar tidak resmi 
Pasal 63 KUHD mengatur mengenai makelar yang tidak resmi 
ini, dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan hukum pedagang 
perantara yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang hanya sebatas 
pemberian kuasa. Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP 
mempunyai sifat hubungan yang tidak tetap karena setelah hak para pihak 
terpenuhi maka selesai sudah hubungan hukumnya, sedangkan hubungan 
antara pedagang perantara dengan penjual atau pembeli adalah hubungan 
pemberian kuasa. Tidak diangkat dihadapan pejabat yang berwenang dan 
tidak disumpah di depan Pengadilan Negeri. Pedagang perantara juga 
mempunyai hak retensi sebagaimana hak yang dimiliki penerima kuasa. 
Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP sebagai 
bentuk makelar tidak resmi karena mempunyai ciri-ciri yang sama yaitu : 
tidak ada pengangkatan dari pejabat yang berwenang, tidak disumpah di 
depan Pengadilan Negeri, sifat hubungan dengan pembeli atau penjual 
adalah tidak tetap, hubungan antara pedagang perantara dengan pembeli 
atau penjual adalah hubungan pemberian kuasa. 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP merupakan bentuk hukum 
pedagang perantara makelar tidak resmi, karena ciri pedagang perantara yang 
tergabung dalam GPPSP mempunyai banyak kesamaan dengan ciri makelar 
tidak resmi. Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP merupakan 
pedagang perantara yang menghubungkan pembeli dengan penjual atau 
penjual dengan pembeli yang didalamnya terdapat hubungan pemberian kuasa 




nama pemberi kuasa namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, tidak ada 
pengangkatan dari pejabat yang berwenang dan tidak disumpah di depan 
Pengadilan Negeri, hal ini sama dengan ciri-ciri dari makelar tidak resmi.  
Menurut Purwosutjipto dapat dibedakan antara makelar dan makelar 
tidak resmi. Karena makelar tidak resmi dipandang sebagai pemegang kuasa 
biasa, maka perbedaannya adalah sebagai berikut : 
1. Pemegang kuasa mendapatkan upah bila ditetapkan demikian dalam 
perjanjian (1794 KUHPerdata), sedangkan makelar harus mendapat upah 
yang disebut provisi (courtage) bila pekerjaan telah selesai (Pasal 62 
KUHD). 
2. Makelar berkewajiban menyimpan contoh sedangkan pemegang kuasa 
tidak di wajibkan menyimpan contoh. 
3. Makelar harus menanggung sahnya tanda tangan penjual wesel atau surat-
surat berharga lainnya, sedang pemegang kuasa kewajiban ini tidak ada. 
(Purwosutjipto, 1999 : 53). 
C. Tanggung Jawab Hukum Pedagang Perantara dalam Jual Beli Sepeda 
Motor 
Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang pada dasarnya 
mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia 
lain. Artinya bahwa setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul 
dan mengadakan hubungan satu dengan yang lain. Kumpulan atau persatuan 
manusia-manusia yang saling mengadakan hubungan satu dengan yang lain 
itu dinamakan “masyarakat” (Riduan Saharani, 1999 : 139). Hukum mengatur 
tingkah laku anggota masyarakat, hukum tetap merupakan sesuatu yang harus 
ada dalam masyarakat yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan, 
keserasian dan keselarasan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.  
Dalam melakukan perhubungan hukum dengan orang lain, yang 




interaksi sosial yaitu kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena itu tanpa 
interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehuidupan bersama, dan hal ini akan 
tejadi apabila orang perorangan berkelompok untuk bekerja sama untuk tujuan 
bersama. (Soerjono Soekanto, 1981 : 192).  
Pedagang perantara memang mengetahui keadaan sepeda motor yang 
sesungguhnya akan tetapi pembeli lebih teliti mengenai sepeda motor yang 
hendak dibeli karena pembeli sebelum membeli akan mengecek kondisi 
sepeda motor dengan mencoba sepeda motor tersebut bahkan ada pembeli 
yang membawa teman yang memang ahli dibidang mesin sepeda motor, 
sehingga ketika ada kerusakan dalam mesin pembeli akan mengurungkan 
niatnya untuk membeli atau pembeli akan menawar harga lagi untuk biaya 
perbaikan (Wawancara dengan Slamet Rohmah, Ketua GPPSP tanggal 1 
Maret 2008 jam 09.00 WIB). Jual beli yang demikian dikatakan dalam Pasal 
1463 KUHPerdata adalah jual beli dengan percobaan, yaitu jual beli dalam 
mana ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba terlebih dahulu oleh 
si pembeli. Jual beli jenis ini oleh Pasal 1463 KUHPerdata sebagai jual beli 
bersyarat tangguh yaitu bahwa dengan syarat yang harus dipenuhi agar 
perjanjian mulai dapat dilaksanakan. Dalam jual beli percobaan tergantung 
dari pendapat si pembeli saat mencoba barang apakah jual beli akan 
dilanjutkan atau tidak. Menurut Kansil, alasan menolak barang itu  harus 
terletak pada pendapat tentang baik buruknya barang yang dibeli, jika barang 
ternyata baik jual beli harus dilanjutkan (Kansil, 1994 : 47). 
Ada dua bentuk tanggung jawab pedagang perantara terhadap 
pembeli yaitu mengenai cacat tersembunyi dari sepeda motor dan mengenai 
keabsahan serta kelengkapan surat-surat sepeda motor. Pedagang perantara 
dalam hal ini akan membantu mengecek keabsahannya dan kelengkapannya, 
apakah ada masalah mengenai surat-surat tersebut ataukah tidak, 
permasalahan yang biasanya terjadi adalah surat kendaraan yang tidak lengkap 
sebagai contohnya adalah BPKB atau STNK tidak ada. Keabsahan dari surat 




pedagang perantara akan menolak karena mempunyai resiko tinggi. Apabila 
telah terjadi transaksi dan kemudian ada masalah di dalam surat-surat sepeda 
motor maka pedagang perantara akan ikut bertanggung jawab terhadap 
pembeli dengan cara membantu meminta harga pembelian dan kemudian 
pedagang perantara akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada 
penjual (Wawancara dengan Slamet Rohmah, Ketua GPPSP tanggal 1 Maret 
2008 jam 09.00 WIB). 
Posisi hukum pedagang perantara sebagai perantara yang telah 
mendapat kuasa sepenuhnya dari penjual akan ikut bertanggung jawab 
terhadap pembeli atas cacat-cacat tersembunyi dari sepeda motor yang dijual 
ketika sebelumnya ada kesepakatan dengan pembeli dan bertanggung jawab 
atas kelengkapan dan keabsahan surat-surat sepeda motor. Bentuk tanggung 
jawab ini adalah pedagang perantara menjamin sepeda motor yang dibeli, 
yaitu dengan jaminan bahwa sepeda motor yang dibeli dapat dikembalikan 
jika memang ada cacat-cacat yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh 
pembeli. Akan tetapi adakalanya tidak ada kesepakatan dengan pembeli, 
sehingga pedagang perantara hanya memperlihatkan sepeda motor tanpa 
memberitahukan keadaan sepeda motor yang sebenarnya kepada pembeli 
walaupun pedagang perantara mengetahuinya dan menyerahkan keputusannya 
kepada pembeli, dalam hal yang demikian maka pedagang perantara tidak 
bertanggung jawab atas adanya cacat-cacat dalam sepeda motor akan tetapi 
masih bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan surat-surat 
sepeda motor (Wawancara dengan Slamet Rohmah, Ketua GPPSP tanggal 1 
Maret 2008 jam 09.00 WIB).  
Pedagang perantara yang mempunyai posisi hukum sebagai 
perantara tetapi hanya mempertemukan penjual dan pembeli, tidak akan 
bertanggung jawab atas cacat-cacat tersembunyi yang ada di sepeda motor 
tetapi tetap ikut bertanggung jawab atas keabsahan dan kelengkapan surat-
surat kendaraan bermotor. Pedagang perantara dalam posisinya sebagai 




mempertemukan dua kepentingan dan untuk selanjutnya diserahkan kepada 
kedua belah pihak, apabila terjadi kesepakatan maka pedagang perantara akan 
menjadi saksi dari jual beli sepeda motor tersebut. Pedagang perantara akan 
meminta kepada pembeli dan atau penjual upah atas jasa yang telah dilakukan 
(Wawancara dengan Slamet Rohmah, Ketua GPPSP tanggal 1 Maret 2008 jam 
09.00 WIB).  
Menurut Pasal 1801 KUHPerdata, si kuasa yang dalam hal ini 
pedagang perantara tidak hanya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang 
dilakukan dengan sengaja akan tetapi juga bertanggung jawab atas kelalaian 
yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Pedagang perantara yang 
mempunyai posisi hukum sebagai perantara memang tidak bertanggung jawab 
atas adanya cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi merupakan cacat dalam 
objek jual beli, sedangkan tanggung jawab pedagang perantara sebagai 
penerima kuasa adalah tanggung jawab atas kesengajaan dan kelalaian dalam 
menjalankan kuasanya. Pedagang perantara hanya menerima kuasa untuk 
menjualkan atau mencarikan sepeda motor, cacat dalam sepeda motor bukan 
termasuk hal yang dikuasakan oleh penjual kepada pedagang perantara 
sehingga pedagang perantara tidak bertanggung jawab.  
Pedagang perantara yang mempunyai posisi hukum sebagai penjual 
akan bertanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi dari sepeda motor dan 
juga akan bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan surat-surat 
sepeda motor jika telah ada kesepakatan dengan pembeli. Bentuk tanggung 
jawab itu adalah jaminan atas keadaan sepeda motor, jika terdapat kerusakan 
atau cacat-cacat tersembunyi pembeli dapat langsung mengembalikan kepada 
pedagang perantara sedangkan bentuk tanggung jawab dalam hal keabasahan 
dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor adalah pedagang perantara 
akan membantu ketika dalam surat-surat kendaraan itu ada yang tidak benar, 
dengan cara mengembalikan sepeda motor kepada penjual (Wawancara 




Pedagang perantara mempunyai posisi hukum sebagai pembeli 
sekaligus penjual yang dalam praktek, pedagang perantara membeli sendiri 
sepeda motor yang ditawarkan oleh penjual untuk kemudian dijual lagi. Posisi 
hukum pedagang perantara yang demikian akan bertanggung jawab terhadap 
cacat tersembunyi dan kelengkapan serta keabsahan surat-surat sepeda motor, 
hal ini terjadi karena pedagang perantara memang telah mengetahui benar-
benar kondisi mesin sepeda motor sehingga berani menjamin bahwa sepeda 
motor yang dibeli adalah sepeda motor siap pakai (Wawancara dengan Slamet 
Rohmah, Ketua GPPSP tanggal 1 Maret 2008 jam 09.00 WIB).  
Pedagang perantara yang mempunyai posisi hukum sebagai penjual 
maka harus tanggung jawab terhadap pembeli yang menurut Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen adalah sebagai konsumen. 
Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 
angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen). Sedangkan pedagang perantara adalah sebagai pelaku usaha, 
pelaku usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 
angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen).  
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen telah ditentukan tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 
yaitu : Memberikan ganti rugi atas kerusakan dan atau kerugian konsumen 
dari barang yang diperdagangkan. Ganti rugi tersebut bentuknya adalah 
pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau 




ganti rugi ini diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan tenggang waktu pemberian 
ganti rugi diatur dalam ayat (3), yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi 
dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.  
Pedagang perantara yang mempunyai posisi hukum sebagai penjual 
memang bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang diderita 
pembeli, bentuk kerugian yang diderita pembeli sebagai konsumen adalah 
cacat mesin sepeda motor, cacat tersebut dapat berupa seker yang tidak asli, 
karburasi palsu, blok mesin bocor dan rantai kamprat yang telah aus sehingga 
dapat mengurangi kinerja mesin dan dapat mempercepat kerusakan komponen 
yang membuat pembeli harus memperbaiki lagi komponen yang rusak. Bentuk 
ganti kerugian pedagang perantara adalah pembeli mengembalikan sepeda 
motor tersebut kepada pedagang perantara dan pedagang perantara akan 
mengembalikan seluruh harga pembelian. Pengertian kerugian menurut 
Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang 
disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar 
norma oleh pihak lain. Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar 
dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri sendiri 
dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian 
benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan 
keuntungan yang diharapkan. Walaupun kerugian dapat berupa kerugian atas 
diri (fisik) seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, namun jika 
dikaitkan dengan ganti kerugian maka keduanya dapat dinilai dengan uang 
(harta kekayaan) demikian pula karena kerugian harta benda dapat pula 
kehilangan keuntungan yang diharapkan maka pengertian kerugian seharusnya 
adalah berkurangnya / tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu 
yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau memberikan) yang 





Pedagang perantara dalam mengadakan hubungan hukum dengan 
pembeli dilandasi dengan rasa kekeluargaan, bahwa ketika ada pembeli yang 
akan membeli sepeda motor akan tetapi uangnya tidak mencukupi maka 
dengan persetujuan penjual pedagang perantara akan mencarikan solusi yang 
terbaik agar transaksi dapat berlangsung. Solusi yang ditawarkan adalah 
dengan membuat suatu perjanjian tertulis dengan saksi pedagang perantara. Isi 
dari perjanjian tertulis tersebut adalah kesanggupan pembeli untuk membayar 
harga kekurangan sepeda motor pada waktu tertentu menurut kesepakatan 
antara penjual dan pembeli, dalam praktek waktu yang disepakati tidak lebih 
dari satu bulan dan kekurangan uangnya pun tidak sampai nominal yang besar 
karena penjual akan menolak transaksi jika kekurangannya masih banyak. 
Pedagang perantara disini mempunyai kewajiban untuk menagih harga 
kekurangan sepeda motor dan memintakan Bukti Pemilik Kendaraan 
Bermotor yang ditahan di tangan penjual ketika pembeli telah melunasi harga 
kekurangan yang telah disepakati (Wawancara dengan Slamet Rohmah, Ketua 
GPPSP tanggal 1 Maret 2008 jam 09.00 WIB).  
Bentuk tanggung jawab yang lain adalah ketika pedagang perantara 
mau menerima kembali sepeda motor yang telah dibeli karena adanya 
ketidakcocokan si pemakai. Pedagang perantara mau menerima kembali 
sepeda sepeda motor yang telah dibeli dari GPPSP, pengembalian bukan 
karena ada kerusakan mesin namun pengembalian karena si pemakai merasa 
tidak cocok setelah sepeda motor dibawa sampai rumah. Pedagang perantara 
hanya menerima sepeda motor yang dibeli dari anggota GPPSP bukan dari 
luar dalam artian sepeda motor yang dibeli merupakan sepeda motor milik 
pedagang perantara, akan tetapi biaya pembelian harus tetap dipotong biaya 
administrasi (Wawancara dengan Slamet Rohmah, Ketua GPPSP tanggal 1 
Maret 2008 jam 09.00 WIB).  
Bentuk tanggung jawab pedagang perantara terhadap penjual adalah 
mengganti kerusakan selama sepeda motor milik penjual dibawa pedagang 




terjadi adalah mengganti ban karena bocor dan mengisi bahan bakar. Sudah 
resiko pedagang perantara untuk mengganti kerusakan sepeda motor yang 
dibawa untuk ditawarkan namun bentuk kerusakan itu tidak begitu berat 
misalnya mengganti ban, mengisi bahan bakar, menyambung kembali rantai 
yang putus, membersihkan busi yang kotor (Wawancara dengan Slamet 
Rohmah, Ketua GPPSP tanggal 1 Maret 2008 jam 09.00). 
Menurut Pasal 66 KUHD tiap-tiap makelar diwajibkan untuk setiap 
kali setelah menutup suatu perjanjian segera mencatat dalam buku sakunya 
dan tiap-tiap hari memindahkan bukunya sakunya dalam  buku hariannya 
secara teratur dengan penyebutan yang jelas tentang nama dari pihak-pihak 
yang bersangkutan tentang : 
1. Waktu perbuatan  
2. Macam, jumlah, dan harga barang-barang yang bersangkutan dan 
3. Syarat-syarat daripada perbuatan yang ditutupnya. 
Apabila terjadi suatu perkara, hakim berhak untuk memerintahkan kepada 
makelar untuk memperlihatkan buku hariannya supaya dapat 
memperbandingkannya ikhtisar-ikhtisar yang telah diberikan itu dengan 
catatan-catatan ahli, hakim pun dapat meminta keterangan-keterangan serta 
penjelasan tentang catatan tersebut kepada makelar yang bersangkutan 
(Kansil, 1994 : 45). Dalam GPPSP tidak dikenal adanya buku saku akan tetapi 
GPPSP menyediakan buku folio untuk mencatat transaksi, catatan tersebut 
memuat antara lain : 
1. Tanggal transaksi 
2. Nama pembeli dan penjual 
3. Alamat pembeli dan penjual 
4. Merk sepeda motor yang dijadikan objek jual beli 
5. Nama perantara  
6. Keterangan 
Kegunaan pembukuan ini adalah untuk memperlancar transaksi dan tertib 




dilacak siapa pembeli, siapa penjual dan siapa perantaranya. Di GPPSP semua 
permasalahan dalam bertransaksi sebisa mungkin diselesaikan melalui 
musyawarah (Wawancara dengan Slamet Budi S, anggota GPPSP tanggal 1 
Maret 2008 jam 09.00 WIB). 
 Masalah yang pernah terjadi pada waktu transaksi jual beli adalah 
ketika ada seseorang yang menjual sepeda motor di GPPSP, padahal motor 
tersebut adalah motor curian namun pedagang perantara tidak mencurigainya 
karena semua surat-surat lengkap. Modusnya adalah ketika ada pemilik sepeda 
motor yang hendak menjual sepeda motornya lewat media iklan, kemudian 
ada pembeli yang mendatangi pemilik sepeda motor tersebut dan bermaksud 
untuk membeli sepeda motor. Karena kekurang hati-hatian pemilik sepeda 
motor, pembeli membawa kabur sepeda motor tersebut padahal surat-surat 
sepeda motor ditaruh dibagian jok motor. Pemilik sepeda motor tidak 
menyangka pembeli tersebut akan melarikan sepeda motor itu karena pembeli 
tersebut memang serius membeli dan bahkan sudah menawar, ketika sepeda 
motor tersebut dibawa dengan alasan untuk dicoba, pembeli tersebut justru 
melarikan sepeda motor tersebut. Pembeli tersebut mendatangi pedagang 
perantara untuk menawarkan sepeda motor curian tersebut kepada pedagang 
perantara, karena surat-surat lengkap maka ada pedagang perantara yang 
tertarik untuk membeli sepeda motor dan tidak menaruh curiga, kemudian 
transaksi pun dilangsungkan. Setelah bebarapa hari, pemilik sepeda motor 
mengenali sepeda motor tersebut dibawa oleh pedagang perantara, pemilik 
sepeda motor kemudian membuktikan sepeda motor tersebut kepada pedagang 
perantara bahwa sepeda motor yang dibawa memang benar miliknya dengan 
memperlihatkan faktur pembelian dan surat keterangan kehilangan dari 
kepolisian. Agar masalah tersebut tidak berlarut-larut maka masalah tersebut 
diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan membagi harga sepeda 
motor menjadi dua, pemilik sepeda motor membayar setengah dari harga 




sepeda motor itu kembali (Wawancara dengan Slamet Budi S, anggota GPPSP 
tanggal 24 Maret 2008 jam 16.00 WIB). 
 Pengamatan yang dilakukan di Gabungan Pedagang Perantara 
Sepeda Motor Penumping Surakarta pada tanggal 1 Maret 2008 jam 10.00, 
pada waktu itu ada penjual yang akan menjual sepeda motor merk Honda 
Revo tahun perakitan 2007 dengan harga yang ditawarkan penjual 9.700.000 
rupiah. Karena ada pedagang perantara yang tertarik terhadap motor tersebut 
akhirnya sepeda motor tersebut dibeli sendiri oleh pedagang perantara dengan 
harga kesepakatan 9.600.000 rupiah. Sebelum terjadi kesepakatan terlihat 
pedagang perantara melakukan pembicaraan dengan penjual sembari meminta 
kepada penjual untuk memperlihatkan surat-surat sepeda motor, hal ini 
dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan penjual sembari 
memeriksa surat-surat sepeda motor antara lain BPKB dan STNK. Setelah 
suratnya lengkap pedagang perantara mencoba sepeda motor tersebut 
beberapa kali dan karena merasa cocok maka terjadi tawar menawar antara 
pedagang perantara dan penjual, tawar menawar dilakukan dalam waktu yang 
tidak begitu lama dan karena penjual merasa cocok dengan harga yang 
ditawarkan pedagang perantara maka penjual akhirnya melepaskan sepeda 
motor tersebut kepada pedagang perantara. Karena pada waktu itu penjual 
datang sendirian dan membawa uang hasil penjualan maka pedagang perantara 
mengantarkan penjual ke rumahnya di daerah Sukoharjo. Dapat dilihat bahwa 
pedagang perantara sangat memelihara unsur kekeluargaan dalam proses jual 
belinya. Dalam melakukan kegiatannya pedagang perantara tidak melalui 
proses yang rumit. Justru melalui proses yang mudah inilah banyak disukai 
oleh masyarakat sehingga masyarakat banyak membutuhkan jasa mereka 






D. Hambatan-hambatan dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Hukum 
Pedagang Perantara Sepeda Motor  
Tanggung jawab pedagang perantara terhadap pihak pembeli adalah 
tanggung jawab atas keabsahan serta kelengkapan surat kendaraan bermotor 
dan tanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam sepeda motor 
Sedangkan tanggung jawab kepada penjual adalah mengganti kerusakan 
sepeda motor selama sepeda motor milik penjual dibawa pedagang perantara. 
Dalam melaksanakan tanggung jawab hukum tersebut terdapat hambatan-
hambatan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam melaksanakan tanggung 
jawab hukum pedagang perantara sepeda motor meliputi : 
1. Kesulitan dalam mengenali Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor palsu 
karena semakin berkembangnya teknologi sehingga BPKB palsu dengan 
BPKB asli sulit dibedakan. 
2. Adanya pembeli yang mempunyai itikad tidak baik yang sengaja 
mengganti komponen sepeda motor terlebih dahulu ketika akan 
dikembalikan kepada pedagang perantara dengan alasan sepeda motor 
yang dibeli tidak cocok. 
3. Kurang telitinya pedagang perantara dalam memeriksa tanggal pajak 
sepeda motor yang telah kadaluarsa sehingga kerugian atas denda pajak 
kendaraan bermotor harus ditanggung oleh pedagang perantara.  
Adapun cara mengatasi hambatan dalam melaksanakan tanggung 
jawab hukum pedagang perantara sepeda motor adalah : 
1. Membandingkan BPKB asli sepeda motor milik pedagang perantara 
dengan BPKB sepeda motor lain dalam proses jual beli. 
2. Membuat kesepakatan dengan pembeli mengenai jangka waktu 
pengembalian sepeda motor, sepeda motor dapat dikembalikan jika jangka 
waktu pembelian sampai dapat dikembalikan maksimal 2 jam. Dalam 
jangka waktu tersebut mengurangi kemungkinan pembeli mengganti 




3. Meminta kepada penjual atau pembeli untuk meneliti kembali tanggal 
masa berlakunya pajak sepeda motor apakah telah kadaluarsa atau belum 
(Wawancara dengan Slamet Budi S, anggota GPPSP, tanggal 24 Mei 2008 
jam 09.00 WIB). 
Tanggung jawab hukum pedagang perantara terhadap pembeli yaitu 
tanggung jawab atas keabsahan serta kelengkapan surat sepeda motor dalam 
bentuk membantu meminta harga pembelian untuk kemudian pedagang 
perantara akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada penjual. 
Hambatan pedagang perantara dalam melaksanakan tanggung jawab hukum 
ini adalah kesulitan dalam mengenali BPKP palsu sehingga tanggung jawab 
atas keabsahan serta kelengkapan surat sepeda motor menjadi tidak maksimal. 
Dari tanggung jawab ini pembeli adalah sebagai pihak yang diuntungkan, 
Sedangkan cara mengatasi hambatan tersebut pedagang perantara 
menggunakan BPKB asli milik pedagang perantara sebagai pembanding 
dalam jual beli sepeda motor. 
Tanggung jawab hukum terhadap pembeli yaitu tanggung jawab atas 
adanya cacat tersembunyi dalam sepeda motor, hambatan pedagang perantara 
dalam melaksanakan tanggung jawab hukum ini adalah adanya itikad tidak 
baik dari pembeli dengan mengganti komponen sepeda motor. Dari tanggung 
jawab ini pedagang perantara adalah pihak yang dirugikan karena perbuatan 
pembeli, sehingga untuk mengurangi kerugian maka pedagang perantara 
membuat kesepakan dengan pembeli. Kesepakatan tersebut berisi bahwa 
pembeli bisa mengembalikan sepeda motor ke pedagang perantara dalam 
jangka waktu dua jam dari waktu transaksi sehingga dalam jangka waktu 
tersebut kemungkinan pembeli mengganti komponen dalam sepeda motor 
adalah menjadi kecil. 
Tanggung jawab hukum pedagang perantara terhadap pihak penjual 
yaitu mengganti kerusakan sepeda motor ketika dibawa pedagang perantara 




pedagang perantara sebagai pihak yang mendapat kepercayaan benar-benar 
melaksanakan kepercayaanya itu dengan tidak mengganti komponen sepeda 
motor milik penjual dan benar-benar melaksanakan tanggung jawab hukum 
dengan baik sehingga pembeli sepeda motor tidak merasa dirugikan atas 




















SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanggung jawab hukum 
pedagang perantara terhadap pembeli dan penjual, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP merupakan bentuk 
pedagang perantara seperti yang termaktub dalam Pasal 63 KUHD yaitu 
makelar tidak resmi. Adapun hal yang mendasari adalah persamaan dari 
ciri pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSP dengan makelar 
tidak resmi yaitu : tidak ada pengangkatan dari pejabat yang berwenang, 
tidak disumpah di depan Pengadilan Negeri, hubungan dengan penjual 
atau pembeli merupakan hubungan pemberian kuasa yang bersifat tidak 
tetap, pada umumnya bertindak atas nama para pihak namun dapat pula 
bertindak atas nama sendiri. Dalam melakukan jual beli sepeda motor 
pedagang perantara tidak membuat perjanjian secara tertulis. Pedagang 
perantara yang bertindak atas nama pemberi kuasa mempunyai posisi 
hukum sebagai perantara sedangkan pedagang perantara yang bertindak 
atas nama sendiri mempunyai posisi hukum sebagai penjual, dapat juga 
pedagang perantara mempunyai posisi hukum sebagai pembeli sekaligus 
penjual. 
2. Pedagang perantara akan bertanggung jawab atas dua hal terhadap pembeli 
yaitu tanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dan tanggung jawab 
atas keabsahan serta kelengkapan surat kendaraan bermotor. Pedagang 
perantara akan bertanggung jawab atas kelengkapan serta keabsahan surat 
kendaraan bermotor walaupun tidak ada kesepakatan dengan pembeli 
namun pedagang perantara akan bertanggung jawab atas cacat 
tersembunyi ketika ada kesepakatan dengan pembeli. Sedangkan bentuk 
tanggung jawab terhadap penjual adalah mengganti kerusakan selama 




3. Dalam melaksanakan tanggung jawab hukum pedagang perantara terhadap 
pihak pembeli dan penjual banyak hambatan yang terjadi, hambatan-
hambatan tersebut meliputi : kesulitan dalam mengenali BPKB palsu, 
adanya itikad yang tidak baik dari pembeli dan kelalaian pedagang 
perantara dalam memeriksa tanggal berlakunya pajak sepeda motor. 
Sedangkan cara mengatasi hambatan tersebut adalah : Membandingkan 
BPKB asli sepeda motor milik pedagang perantara dengan BPKB sepeda 
motor lain dalam proses jual beli, memberikan jangka waktu 
pengembalian sepeda motor dan meminta kepada pembeli atau penjual 
untuk meneliti kembali tanggal kadaluarsa pajak sepeda motor. 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut : 
1. Pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu memberikan pembinaan 
terhadap pedagang perantara yang tergabung dalam Gabungan Pedagang 
Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta dalam melaksanakan 
tanggung jawab hukum. Wujud pembinaan dapat berupa memberikan 
pendidikan hukum dan kesadaran hukum. Pembinaan diperlukan karena 
potensi kerugian yang diderita pada pihak pembeli, penjual bahkan 
perantara begitu besar sebagai akibat tidak adanya perjanjian tertulis dalam 
melakukan perjanjian jual beli. Perjanjian tidak tertulis dapat dengan 
mudah diingkari para pihak.  
2. Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta 
sebaiknya lebih memberdayakan organisasi. Wujud pemberdayaan 
tersebut dapat melalui pemberdayaan terhadap anggota yaitu dengan 
memberikan arahan-arahan dalam melaksanakan kegiatan jual beli dan 
tanggung jawab hukum, sehingga akan tercipta organisasi yang lebih 
dipercaya masyarakat serta memberdayakan organisasi dengan 
membentuk Koperasi anggota, dengan adanya Koperasi dapat 
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